STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

TAHUN 2019

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

PROVINSI SUMATERA SELATAN

JI. Putri Kembang Dadar No.77 Bukit Besar
Telp. (0711) 440646 Palembang



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

JI. Putri Kembang Dadar No. 77 Bukit Besar Palembang
Telp. (0711) 440646, 441792 Fax. (0711) 445626 Kode Pos 30139

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR :890-SK/0!$> /BPSDMD/2019

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Menimbang

Mengingat

PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN;

Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 66 tahun 2011 tentang
pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
Bahwa Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tersebut sebagai pedoman
dalam Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera
Selatan;

Bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana
dimaksud dalam huruf b perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Prov. Sumsel;

Undang-undang RI Nomor 25 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI tahun 1959 Nomor 70,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar
Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten/Kota

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera
Selatan;

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang

Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Daerah Provinsi Sumatera Selatan.




DAFTAR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

PROV. SUMSEL

JUDUL SOP

NOMOR SOP

Penyusunan Undangan Rapat Persiapan Diklat

A 0029/ Hpomy /1 / 2019

Penyusunan Surat Keputusan Penyelenggaraan

2. Diklat Aloo 2S5V B 05oMI/ \/ »y

3. | Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Diklat M 00353) e359m9 [\ [ %19

4. | Penyusunan SKPP/SKPH w2055 BRDMY/ /] 2019

5. | Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Diklat plpo 254/ &My [ ] PY
6. | Permintaan Tenaga Pengajar a0 255/ 2959m9 1 \/ 09
7. | Penyusunan Modul Diklat Al b 26 PR M9/ L /| 9

8. | Penyusunan Kurikulum dan Silabi Diklat b/ 00257/ 0599 [\ (21
9. | Penyusunan Laporan Pembukaan Diklat K1 00258/ prs0m9/ Ll HY
10. | Penyusunan Sambutan Pembukaan Diklat M 0253/ 2059M9 [\ [ D0\
11. | Pelaksanaan Pretest Diklat M w2 0| #RFM) [ 1) 209
12. | Pelaksanaan Post Test Diklat tl vorit] Brgegu [ « | 229
13. | Penyusunan Laporan Penutupan Diklat A B2 ©050m9 / 1/ 2019
14. | Penyusunan Sambutan Penutupan Diklat A L po sl ¢20M9(L (900
15. | Evaluasi Penyelenggaraan Diklat Al v 264 [ e959MY [\ / o3
16. | Evaluasi Tenaga Pengajar Diklat Kl ob 2657 B099m9 /1 [ 24
17. | Evaluasi Materi Diklat Ml g0 o[ eo9mg [\ /209
18. | Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Diklat Al 00 26 (9 @om0/ (w9
19. | Penyelenggaraan Seminar Proyek Perubahan K vo 7% g95909 (1) 91
20. | Penyelenggaraan Observasi Lapangan B[ oo 2¥8/ ¢y 050m0( 1 [ 5
21. | Penyediaan Ruang Kelas ol bo 2% [ @?59m9/ | / 219
22. | Penyediaan Alat Bantu Latihan Diklat % [ 002 N /R95M9(1/ 2049
23. | Penyediaan Asrama #100233/ A50M/ | [ 2019
24. | Penyediaan Ruang Tamu B 00 21 eree9mp/L (21
25. | Penyediaan Ruang Tunggu Tenaga Pengajar /00 M /29M) Aflo 19
26. | Penyediaan Ruang Makan dan Snack Al %g';g/' ?—)Qﬁyﬂa\\)ﬁiﬁ(ﬁ)
27. | Penyediaan Ruang Rapat 0l bur3el PRYOMY/L [ 219
28. | Penyediaan Perlengkapan Sound System 9 oo 321 10999 1 [ 09
29. | Pemeliharaan Gedung D]ou) R [We59M) /1 [ 019
30. | Penyusunan Rencana Strategis CJobr P/ ¢RI i[9
31. | Penyusunan Rencana Kinerja (RENJA) C/ oo2po [ H05M) /1 [ %0
32. | Penyusunan Laporan Kinerja c (90291 [ HOYMY[\ /9
33. | Penyusunan Perjanjian Kinerja C (003 vspma L [ 203
34, Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah L (60287 B9 b L0s

Daerah (LPPD)




Penyusunan Laporan Keterangan

- Pertanggungjawaban (LKPJ) C [ovagu (mrsmmy/L/ w9
36. | Penyusunan Laporan Fisik dan Keuangan C /o085 /miopmy/ L[ 200
37. | Komite Penjamin Mutu Diklat e/ 00236/ B9/ |/ 7019
38. | Pengajuan SPP, SPM-UP 0 /[ 00297/ B202DmY/ | [ %V
39. | Pengajuan SPP, SPM-GUP 0/ 00293 [ tgspma/ [ 200

40.

Pengajuan SPP, SPM-TUP

0/ po 298/ &9y ( | | 213

41. | Pengajuan SPP, SPM-LS Gaji Induk 000280/ Hosmy L/ 1Y
42. | Pengajuan SPP, SPM-LS Kekuarangan Gaji 0/ v 291/ He50m) [ L/ ®Y
43. | Pengajuan SPP, SPM- Gaji Susulan 0/ o6 M2/ %My [/ %W
44. | Pengajuan SPP, SPM-LS Barang dan Jasa 9 /0o 295 { P099m /1 /19
45. | Laporan Keuangan Berdasarkan SAl 0/bs 294 (09919 [\ [ 909
46. | Pengelolaan Surat Masuk §/ o0 M5/ 059M/\ [ 20\
47. | Pengelolaan Surat Keluar /o0 296/ % 059 1 [ i
48. | Daftar Urut Kepangkatan % | 0023t Be5M (1 [ 27019
49. | Daftar Gaji Berkala 0] 0025 | He5om9 [ [ 209
50. | Penerbitan Usul Kenaikan Pangkat Reguler ol o0 w959ma (/[ »Y
51. | Penerbitan Usul Kenaikan Pangkat Fungsional E [ om0/ 2050m0 [ [ 2019
52. | Mutasi Pegawai ¢ [ 00201/ 50m9 [\ [ 204
53. | Penerbitan Usul Pensiun [ vo 22 Dowmg [ L 09




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH

Nomor SOP k /o0250/ @esomo / 1/ 21019

| Tgl Pembuatan 4 Januari 2017

| Tgl Revisi 2% Januar 2019

| Tgl Efektif 21 Doauars 2019 i

Disahkan Oleh

Plt. Kepala Badan Pen
Manusia Daerah Progi

NIP. 196207201983031005

Kepala Bidang / Kasubbid

Nama SOP

Penyusunan Surat Undangan Rapat Persiapan Diklat

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil,

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri
dan Pemerintahan Daerah;

b

Pendidikan Minimal S1.
Memahami struktur organisasi BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan.
Memahami konsep dasar manajemen kearsipan.

Memahami proses dan aturan yang mendasari pengelolaan
administrasi perkantoran.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional 5. ‘Mammtianiiksssp dasar Siiem oparasi kampmler,
Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
7. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas
dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera
Selatan
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

SOP Penyusunan SK Penyelenggaraan Diklat;
SOP Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Diklat

2. Ekspedisi

1. Buku Agenda

3. Lembar Disposisi

Peringatan

1. Jika prosedur tidak dilakukan, Surat Undangan Rapat Persiapan Diklat tidak dapat
dikeluarkan.

2. Jika terjadi gangguan terhadap infrastruktur dalam hal ini komputer, maka tidak dapat
dilaksanakan sesuai dengan waktu pada SOP.

Pencatatan dan Pendataan
Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy dengan rapi dan aman




dan disposisi

Unit Pelaksana Mutu Baku Ket
Uraian Prosedur =
Kabid Kas?.lsl;ag_ Staf Sekban Kaban Kelengkapan Waktu Output
1. |Memberikan arahan kepada Kasi untuk Dokumen aturan 15 menit |Arahan
menyusun Undangan Rapat Persiapan -
Diklat S
2 [Menyusun konsep surat undangan rapat Buku agenda, lembar | 30 menit |Konsep Surat
persiapan diklat ﬁ 1 l disposisi & surat
3 |Mengetik Konsep Surat * Konsep Surat 20 Menit |Konsep Surat
|
4 |Mengoreksi, membubuhkan paraf ' Konsep Surat & 15 menit |Konsep Surat
koordinasi dan meneruskan untuk [ lembar disposisi dan Lembar
i iy idang ! dispgsisi vang
5. |Mengoreksi, membubuhkan paraf Konsep Surat & 10 menit |Konsep Surat
koordinasi dan meneruskan untuk lembar disposisi dan Lembar
disetujui Kepala Badan melalui Sekban disposisi yang
sudah diparaf
6. [Mengoreksi, membubuhkan paraf Konsep Surat & 10 menit |Konsep Surat
koordinasi dan meneruskan untuk lembar disposisi yang dan Lembar
disetujui Kaban sudah diparaf disposisi yang
7. [Memeriksa, menyetujui dan Konsep Surat lembar | 5 menit |Surat Undangan
menandatangani disposisi yang sudah Rapat dan
diparaf RIspOsiS
8. |Menerima Persetujuan dan Tanda Tangan Surat Undangan 10 menit |Surat
dari Kaban Rapat dan disposisi terdokumentasi
dan disposis
Menerima Persetujuan dan Tanda Tangan Surat Undangan 10 menit |Surat
dari Kaban Rapat dan disposisi terdokumentasi
dan disposis|
9. |Menggandakan, mengarsip Surat Undangan 15 menit |Surat
Rapat dan disposisi terdokumentasi

10

Selesai




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

Nomor SOP A /o5l / Resomo / 1/ 2019

' Tgl Pembuatan | 4 Januari 2017

 Tgl Revisi 28 Donuay 2019
| Tgl Efektif 2| Jonuari 2019 —
Disahkan Oleh Plt. Kepala Badan Peng€mbantdgn Sumber Daya
Manusia Daerah Projinst era Selatan,

MANUSIA DAERAH Drs. SYAHRAJ] HANAN, M.Pd
PEMBIN
NIP. 196207201983031005
Kepala Bidang / Kasubbid Nama SOP Penyusunan Surat Keputusan Penyelenggaraan
Diklat

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,

2. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri
dan Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional
Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan;

6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

7. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan
Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan

1. Pendidikan Minimal S1.

2. Memahami struktur organisasi BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan.
3. Memahami konsep dasar manajemen kearsipan.
4

. Memahami proses dan aturan yang mendasari pengelolaan
administrasi perkantoran.

5. Memahami konsep dasar sistem operasi komputer.

Keterkaitan

SOP Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Diklat;
SOP Penyusunan Jadwal Diklat;

SOP Penyusunan SKPP/SKPH.

Peralatan/Perlengkapan
1. Buku Agenda

2. Ekspedisi

3. Lembar Disposisi

Peringatan

1. Jika prosedur tidak dilakukan, Surat Keputusan Penyelenggaraan Diklat Tidak dapat
dikeluarkan.

2. Jika terjadi gangguan terhadap infrastruktur dalam hal ini komputer, maka tidak dapat
dilaksanakan sesuai dengan waktu pada SOP.

Pencatatan dan Pendataan
Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy dengan rapi dan aman




Unit Pelaksana Mutu Baku Ket
Uraian Prosedur T
. asi
Kabid Kasiiba Staf Sekban Kaban Kelengkapan Waktu Output
1. |Memberikan arahan kepada para Kasi Dokumen aturan 15 menit |Arahan
untuk menyusun SK Penyelenggaraan -
Diklat ==
2 [Menyusunan konsep Surat Keputusan ﬁ Buku agenda, lembar | 20 menit JKonsep Surat Keputusan
Penyelenggaraan Diklat N _} disposisi & surat Penyelenggaraan Diklat
3 |Mengetik Konsep Surat Keputusan L Konsep Surat 60 Menit |Konsep Surat Keputusan
Penyelenggaraan Diklat l —lr Penyelenggaraan Diklat
4 |Mengoreksi, membubuhkan paraf ‘ Konsep Surat & 15 menit |Konsep Surat Keputusan
koordinasi dan meneruskan untuk l'" e lembar disposisi Penyelenggaraan Diklat
disetuiui Keoala Bidang
5. Mengoreksi, membubuhkan paraf ; Surat & lembar 20 menit |Konsep Surat Keputusan
koordinasi dan meneruskan untuk | . | . disposisi Penyelenggaraan Diklat
disetujui Kepala Pusat melalui Sekban
6. |Memeriksa, membubuhkan paraf Surat & lembar 15 menit |Konsep Surat Keputusan
koordinasi dan meneruskan untuk *— ——— disposisi Penyelenggaraan Diklat
disetujui Kaban /‘ —l
7. [Memeriksa, menyetujui dan L . Surat Keputusan & 15 menit |Surat Keputusan
menandatangani e Lembart Disposisi Penyelenggaraan Diklat
P e
8. [Menerima Persetujuan dan Tanda Tangan 2 Surat Keputusan & 10 menit |Surat Keputusan
dari Kaban —*W"—A - i Lembart Disposisi Penyelenggaraan Diklat
9. |Menerima Persetujuan dan Tanda Tangan R s Surat Keputusan & 10 menit |Surat Keputusan
dari Kaban — — Lembart Disposisi Penyelenggaraan Diklat
!
10 [Memberi nomor, Menggandakan, § \{/ Surat Keputusan 1 x24 |Surat Keputusan
mengarsipkan dan Penyampaikan SK Jam Penyelenggaraan Diklat

kepada yang bersangkutan dan

pemanfaatan




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH

Nomor SOP A/ o252/ BROMD/ 1/ 2019

| Tgl Pembuatan 4 Januari 2017
| Tgl Revisi 28 Januae 2019
 Tgl Efektif A Jaauart Jo19
Disahkan Oleh Plt. Kepala Badan Pengém an Sumber Daya

Manusia Daerah Pr atera Selatan,

PEMBINA TINGKAT |
NIP. 196207201983031005

Kepala Bidang/Kasubbid

Nama SOP Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Diklat

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri
dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional
Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan;

6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

7. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas
dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera
Selatan

1. Pendidikan Minimal S1.

2. Memahami struktur organisasi BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan.
3. Memahami konsep dasar manajemen kearsipan.
4

. Memahami proses dan aturan yang mendasari pengelolaan
administrasi perkantoran.

5. Memahami konsep dasar sistem operasi komputer.

Keterkaitan

SOP Penyusunan SK Penyelenggaraan Diklat;
SOP Penyusunan SKPP/SKPH;
SOP Penyusunan Jadwal Diklat.

Peralatan/Perlengkapan

1. Buku Agenda

2. Ekspedisi

3. Lembar Disposisi

4. Aturan perundang-undangan

Peringatan

1. Jika prosedur tidak dilakukan, pedoman pelaksanaan diklat tidak dapat disusun;
2. Jika terjadi gangguan terhadap infrastruktur dalam hal ini komputer, maka tidak dapat
dilaksanakan sesuai dengan waktu pada SOP.

Pencatatan dan Pendataan
Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy dengan rapi dan aman




Unit Pelaksana Mutu Baku Ket
Uraian Prosedur -
Kabid WSy Staf Kaban Kelengkapan Waktu Output
Kasubag
Memberikan arahan kepada para Kasubbid Dokumen Aturan 20 menit |Tersedianya berkas dan

untuk menyusun Buku Pedoman
Pelaksanaan Diklat

dokumen

Menerima arahan, menyusun konsep
pedoman pelaksanaan diklat, memerintahkan
kepada JFU untuk mengetik konsep
pedoman pelaksanaan diklat

Buku agenda, lembar
disposisi

240 menit

Konsep Buku Pedoman

Mengetik Konsep Pedoman pelaksanaan
diklat, membubuhkan stempel paraf

koordinasi

Konsep Buku
Pedoman

240 Menit

Konsep Buku Pedoman

Mengoreksi, membubuhkan paraf koordinasi
dan meneruskan untuk disetujui Kepala

gidang

Konsep Buku
Pedoman

60 menit

Lembar disposisi yang
sudah diparaf

Memeriksa membubuhkan paraf koordinasi
dan meneruskan untuk disetujui Kaban

Konsep Buku
Pedoman

60 menit

Tersedianya konsep buku
pedoman

Memeriksa, menyetujui dan menandatangani

Buku Pedoman

15 menit

Buku pedoman
terdokumentasi dan
disposisi

Menerima arahan/persetujuan Laporan
Pembukaan dari Kaban

Buku Pedoman

15 Menit

Buku pedoman
terdokumentasi dan
disposisi

Memberikan nomor , Menggandakan,
mengarsipkan dan menyampaikan Buku
Pedoman Diklat kepada yang bersangkutan
dan pemanfaatan

Buku Pedoman

1x24
Jam

Buku pedoman
terdokumentasi dan
disposisi

Selesai




PEMERINTAH PROVINS|I SUMATERA SELATAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH

Nomor SOP A/ 00253/ ®RSOMD/ \ / 2019
| Tgl Pembuatan 4 Januari 2017
| Tgl Revisi 28 Janwnakt 2019
| Tgl Efektif 2 daauwaR 19

Disahkan Oleh

Plt. Kepala Badan Pen
Manusia Daerah Prqvi

| HANAN, M.Pd
TINGKAT |
NIP. 196207201983031005

Kepala Bidang/Kasubbid

Nama SOP

Penyusunan Surat Keputusan Penetapan
Peserta/Hasil Diklat

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen Dalam
Negeri dan Pemerintahan Daerah,;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar
Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

7. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas
dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera
Selatan

= Lk =

o

Pendidikan Minimal SMA.
Memahami struktur organisasi BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan.
Memahami konsep dasar manajemen kearsipan.

Memahami proses dan aturan yang mendasari pengelolaan
administrasi perkantoran.

Memahami konsep dasar sistem operasi komputer.

Keterkaitan

SOP Penyusunan SK Penyelenggaraan Diklat;
SOP Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Diklat;
SOP Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Diklat.

2. Ekspedisi

3. Lembar Disposisi
4. Aturan perundang-undangan

Peralatan/Perlengkapan
1. Buku Agenda

Peringatan
1. Jika prosedur tidak dilakukan, SKPP/SKPH tidak dapat dikeluarkan.

2. Jika terjadi gangguan terhadap infrastruktur dalam hal ini komputer, maka tidak dapat
dilaksanakan sesuai dengan waktu pada SOP.

Pencatatan dan Pendataan




Unit Pelaksana Mutu Baku Ket
Uraian Prosedur -
Kabid RasubuY Staf Sekban Kaban Kelengkapan | Waktu Output
Kasubag
1. [Memberikan arahan kepada para Dokumen Aturan | 20 menit |Surat dipersiapkan

Kasubbid untuk menyusun SK Penetapan
Peserta/Hasil Diklat

2 |Menyusun konsep Surat Keputusan % Buku agenda, 120 menit JKonsep Surat
Penetapan Peserta/Hasil Diklat — *4, lembar disposisi
3 [Mengetik Konsep Surat Keputusan A4 Konsep SK 120 Menit |SK Penetapan
Penetapan Peserta/Hasil Diklat Peserta/Hasil Diklat
4 |mengoreksi, membubuhkan paraf b SK & lembar 15 menit |Lembar disposisi
koordinasi dan meneruskan untuk disposisi yang sudah diparaf
disetuiui Kepala Bidang
5. |mengoreksi, membubuhkan paraf \ SK & lembar 20 menit |Surat
koordinasi dan meneruskan untuk - disposisi terdokumentasi dan
disetujui Kepala Pusat melalui Sekban disposisi
6. |memeriksa, membubuhkan paraf SK & lembar 16 menit |Surat
koordinasi dan meneruskan untuk disposisi terdokumentasi dan
disetujui Kaban disposisi
7. |Memeriksa, menyetujui dan SK & lembar 15 menit |Surat
menandatangani disposisi terdokumentasi dan
disposisi
8. |Menerima Persetujuan dan Tanda Tangan SKPP/SKPH 15 menit |Surat
dari Kaban _< g o terdokumentasi dan
—— disposisi
9. |Menerima Persetujuan dan Tanda Tangan
darikaban | B =
10 |Memberi nomor, Menggandakan dan SKPP/SKPH 1x24 |Surat
menyampaikan SK Penetapan * Jam [terdokumentasi dan

Peserta/Hasil Diklat kepada yang

bersangkutan dan pemanfaatan

disposisi




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH

Nomor SOP A/ o025y /Besomo /1 /2019
 Tgl Pembuatan | 4 Januari 2017
 Tgl Revisi 28 Jaauwagl 2019
| Tgl Efektif 2 Janwar 204

Disahkan Oleh

Plt. Kepala Badan Pen
Manusia Daerah Prq

angan Sumber Daya
m\ atera Selatan,

PEMBINA TINGKAT |
NIP. 196207201983031005

Kepala Bidang/Kasubbid

Nama SOP

Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Diklat

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen Dalam
Negeri dan Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar
Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

7. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas
dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi
Sumatera Selatan

1. Pendidikan Minimal S1.

2. Memahami struktur organisasi BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan.
3. Memahami konsep dasar manajemen kearsipan.
4

. Memahami proses dan aturan yang mendasari pengelolaan
administrasi perkantoran.

5. Memahami konsep dasar sistem operasi komputer.

Keterkaitan

SOP Penyusunan SK Penyelenggaraan Diklat;
SOP Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Diklat;
SOP Penyusunan SKPP/SKPH.

2. Ekspedisi

Peralatan/Perlengkapan
1. Buku Agenda

3. Lembar Disposisi

Peringatan

1. Jika prosedur tidak dilakukan, Jadwal Pelaksanaan Diklat tidak dapat disusun.

2. Jika terjadi gangguan terhadap infrastruktur dalam hal ini komputer, maka tidak dapat
dilaksanakan sesuai dengan waktu pada SOP.

Pencatatan dan Pendataan
Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy dengan rapi dan aman




Unit Pelaksana Mutu Baku Ket
Uraian Prosedur s
. asubbi
Kabid Staf Sekban Kaban Kelengkapan Waktu Output
Kasubag

1. |Memberikan arahan kepada para Dokumen Aturan 20 menit |Surat dipersiapkan
Kasubbid untuk menyusun Jadwal -
Pelaksanaan Diklat e S

2 |Menyusunan konsep Jadwal Pelaksanaan 4 Buku agenda, lembar | 120 menit|Konsep Jadwal
Diklat =1 | disposisi & surat Pelaksanaan Diklat

3 |Mengetik Konsep Jadwal Pelaksanaan \ Konsep Surat 60 Menit |Konsep Jadwal
Diklat I - Pelaksanaan Diklat

|

4 |Mengoreksi, membubuhkan paraf ! Surat & lembar 16 menit |Konsep Jadwal
koordinasi dan meneruskan untuk l—i “_ disposisi Pelaksanaan Diklat
disetuiui Keoala Bidang

5. |mengoreksi, membubuhkan paraf 4 Surat & lembar 20 menit |Konsep Jadwal
koordinasi dan meneruskan untuk I = disposisi Pelaksanaan Diklat
disetujui Kaban melalui Sekban |

6. |Memeriksa, membubuhkan paraf ' Surat & Lembar 15 menit |Konsep Jadwal
koordinasi dan meneruskan untuk —— | Disposisi Pelaksanaan Diklat
disetujui Kaban 1 |

7. |Memeriksa, menyetujui dan ' T Surat Keputusan & 156 menit |Jadwal Pelaksanaan
menandatangani L ‘ Lembart Disposisi Diklat

8. [Menerima Persetujuan dan Tanda Tangan 4 s Surat Keputusan & Jadwal Pelaksanaan
dari Kepala Diklat -‘\ 1 SEEE . Lembart Disposisi Diklat

9. [Menerima Persetujuan dan Tanda Tangan ﬁ Surat Keputusan & Jadwal Pelaksanaan
dari Kaban G W'ﬁ‘ Lembart Disposisi Diklat

10. |Menomori dan menggandakan Jadwal V2 Surat keputusan 1x24 |[Jadwal Pelaksanaan
Pelaksanaan Diklat - Jam  |Diklat

11. [Selesai v




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

Nomor SOP A/ 00255/ BRSOMD / [/ g
 Tgl Pembuatan 4 Januari 2017

Tgl Revisi 28 Jocpary 2019

 Tgl Efektif 2 Jauan 209 g

Disahkan Oleh

Plt. Kepala Badan Peng

bangyn Sumber Daya
Manusia Daerah Proyinsj

tera Selatan,

Drs. SYAH HANAN, M.Pd
MANUSIA DAERAH PEMBINA TINGKAT |
NIP. 196207201983031005
Kepala Bidang / Kasubbid Nama SOP Penyusunan Surat Permintaan Tenaga Pengajar

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

¥

2,
3.

Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri
dan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional
Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan
Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

1. S1 semua jurusan
2. Menguasai program komputer microsoft office

Keterkaitan

SOP Penyusunan SK Penyelenggaraan diklat ;
SOP Penyusunan Kurikulum dan Silabi;

SOP Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Diklat;
SOP Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Diklat

1.Komputer
2.ATK

Peralatan/Perlengkapan

Peringatan
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka penyelenggara diklat akan mengalami kendala
dalam menyediakan tenaga pengajar yang berkompeten dalam waktu singkat.

Pencatatan dan Pendataan
Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy dengan rapi dan aman




dan Silabi untuk mengirimkan surat
permintaan tenaga pengajar

Unit Pelaksana Mutu Baku
Uraian Prosedur : Ket
: Kasubbid/
Kabid Kasubbag Staf Sekban Kaban Kelengkapan Waktu Output
1. [Memberikan arahan kepada Kasi Kurikulum Lembar disposisi 15 menit JArahan dari Kabid

permintaan tenaga pengajar dan
menyerahkan kepada Kasi Kurikulum dan
Silabi

tenaga pengajar

- Konsep surat permintaan

2 [Menerima arahan, dan menentukan tenaga \/ - Arahan dari Kabid 30 menit |- Konsep surat
pengajar yang sesuai; mengonsep surat - ‘ - Daftar mata diklat permintaan tenaga
permintaan tenaga pengajar dan ‘ - Daftar nama tenaga pengajar
memberikan arahan kepada JFU \ pengajar - Arahan
|
3 |Menerima arahan, mengetik konsep surat - Arahan 30 menit rKcmsep surat permintaan

tenaga pengajar yang
sudah diketik

4 IMenerima. mengoreksi dan memaraf surat

permintaan tenaga pengajar; dan
menyerahkan kepada Kabid

Konsep surat permintaan
tenaga pengajar yang
Isudah diketik

15 menit

Konsep surat permintaan
tenaga pengajar yang
sudah diparaf Kasubbid

5; ’Menerima, mengoreksi dan memaraf surat

permintaan tenaga pengajar; dan
menyerahkan kepada Sekban

Konsep surat permintaan
tenaga pengajar yang
sudah diparaf Kasubbid

15 menit

Konsep surat permintaan
tenaga pengajar yang
sudah diparaf Kabid

6. JMenerima, mengoreksi dan memaraf surat

permintaan tenaga pengajar; dan
menyerahkan kepada Kaban Diklat

Konsep surat permintaan
tenaga pengajar yang
sudah diparaf Kabid

15 menit

Konsep surat permintaan
tenaga pengajar yang
sudah diparaf Sekban

7

Menerima, mengoreksi dan
menandatangani surat permintaan tenaga
pengajar;

Konsep surat permintaan
tenaga pengajar yang
sudah diparaf Sekban

15 menit

Surat permintaan tenaga
pengajar yang sudah
ditandatangani Kaban

8 iMenerima arahan/persetujuan Laporan

menggandakan, menyetempel,
mengirimkan kepada tenaga pengajar; dan
mengarsipkan.

pengajar yang sudah
Idﬂandatangani Kapus

[ Surat permintaan tenaga 10 menit JSurat permintaan tenaga
Pembukaan dari Kepala Dikiat J - pengajar yang sudah pengajar yang sudah
" B Sa— 3 ditandatangani Kaban ditandatangani kaban
= !
9 |Menerima arahan/persetujuan Laporan Surat permintaan tenaga 10 menit |Surat permintaan tenaga
Pembukaan dari Kepala Diklat pengajar yang sudah pengajar yang sudah
N 1‘ ditandatangani Kaban ditandatangani kaban
10 lMenen‘ma, menget'i'k nomor surat, \ Surat permintaan tenaga 30 menit jSurat permintaan tenaga

pengajar sudah dikirim
dan diarsipkan




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH

Nomor SOP & /00256 / @%OMO /1 / 209

Tgl Pembuatan 4 Januari 2017

| Tgl Revisi 28 Danuari 2019

'_Tgl Efektif 2 Danvar 204
Disahkan Oleh Plt. Kepala Badan Pen

gembapgan Sumber Daya
w' atera Selatan,

Manusia Daerah Prg

PEMBINA NNGKAT |
NIP. 196207201983031005

Kepala Bidang / Kasubbid

Nama SOP Penyusunan Modul Diklat

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan| 1. Pendidikan Minimal S1.
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 2. Memahami struktur organisasi BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan.
2. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, 3. Memahami konsep dasar manajemen kearsipan.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman | 4 Memahami proses dan aturan yang mendasari pengelolaan administrasi
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri perkantoran.
dan Pemerintahan Daerah; . . ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional 2. ‘S e S e dpeaionperEy
Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
7. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan
Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera
Selatan.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
SOP Penyusunan SK Penyelenggaraan Diklat; 1. Dokumen Perencanaan
SOP Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Diklat 2. SBU
SOP Penyusunan Kursil Diklat 3. Lembar Disposisi
4. Komputer

Peringatan

1. Jika prosedur tidak dilakukan, modul diklat tidak dapat disusun

2. Diperlukan koordinasi dengan seluruh Bagian dan Bidang stake holder yang terkait.

3. Jika terjadi gangguan terhadap infrastruktur dalam hal ini komputer, maka tidak dapat
dilaksanakan sesuai dengan waktu pada SOP.

Pencatatan dan Pendataan
Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy dengan rapi dan aman




Unit Pelaksana Mutu Baku Ket
No Uraian Prosedur Kasubbid/ Pejabat Pakar/
Sekban Struktural Kabid Staf Kaban | Kelengkapan | Waktu Qutput
kasubbag : konsultan
Lainnya
1. |Memerintahkan kepada Kasubbag Dokumen aturan | 20 Menit jarahan
Adum untuk membuat surat kepada
pejabat teknis dan konsultan untuk *
pertemuan yang membahas usulan ]
Nroac
2 |Mengosep surat kepada pejabat Arahan, 15 menit |Konsep surat

teknis dan konsultan untuk
pertemuan yang membahas usulan
program penyusunan modul diklat,
Memerintahkan kepada JFU utuk

mengetik

dokumen aturan

undangan rapat

3 |Mengetik surat undangan kepada ; Konsep surat 15 menit |Konsep surat
pejabat teknis dan konsultan untuk - undangan rapat undangan yang
pertemuan yang membahas usulan | B sudah diketik, nota
program penyusunan modul diklat pengantar konsep

4 |Mengoreksi, membubuhkan paraf “ Konsep surat, 10 menit |Konsep surat, nota
untuk diteruskan kepada Sekban | | B T B r nota pengantar pengantar konsep

dis \ konsep

5. |[Memeriksa dan menandatangani Konsep surat, 10 menit |Surat undangan

e iy ~‘ i nota pengantar telah ditandatangani
A T Lon

6. |[Menerima, menggandakan undangan Sur:?:ndangan 20 menit |Surat undangan

rapat - telah telah ditandatangani,
4-- l ditandatangani telah digandakan

7. |Mendistribusikan Undangan rapat ) . , ’ Surat undangan | 20 menit |Surat undangan
pembahasan modul kepada para * — ﬁ - - didistribusikan
pejabat dan pakar

8 |Melaksanakan rapat teknis seluruh Dokumen 240 Menit | Tersedianya
pejabat terkait dan konsultan yang ,_-_, ',*_ ﬁﬁ-, L. - perencanaan dokumen usulan

ditukjuk dengan usulan program
kegiatan dipimpin oleh Sekban

modul diklat




Unit Pelaksana Mutu Baku Ket
No Uraian Prosedur Kasubbid/ Pejabat Pakar/
Sekban Struktural Kabid Staf Kaban | Kelengkapan | Waktu Qutput
kasubbag : konsultan
Lainnya
9 [|Menginventarisir usulan program Dokumen 60 menit |Tersedianya usulan
modul yang diinginkan dan perencanaan rencana penyusunan
dikonsultasikan dengan Bidang m——p——— W modul diklat
daleaio 1
10 {Mengidentifikasi besaran biaya \" Dokumen 60 menit |Tersedianya usulan
usulan program kegiatan dari Bidang — perencanaan anggaran rencana
Teknis dan Strukrual serta dan ! kegiatan
. o
11 |Mengkoordinasikan rencana ‘ ] 4 ‘ Dokumen 30 menit |Tersedianya usulan
penyusunan modul kepada masing- -‘? - [ perencanaan rencana kegiatan
masing bidang dan Tata Usaha 1
sesuai kebutuhan diklat 1
12 |[Menentukan prioritas modul diklat h'4 Dokumen 30 menit |Tersedianya usulan
yang akan dilaksanakan berdasarkan perencanaan rencana kegiatan
kebutuhan |
13 |Menyusun draf rancangan usulan : Dokumen 2 minggu | Tersedianya
modul berdasarkan prioritas program S e - —— ] |perencanaan rancangan usulan
i i 0 | modul diklat
14 |Memeriksa membubuhkan paraf ' rancangan 30 menit |Tersedianya
untuk diteruskan kepada Kepala - o o usulan modul rancangan usulan
BPSDMD : e T ——— = e diklat modul
15 |[Memeriksa dan menandatangani rancangan 10 menit Jusulan modul
usulan modul ditandatangani
16 |Melaksanakan konsultasi dengan O | usulan modul 2 hari |Modul yang
konsultan yang ditunjuk tentang - 1 . - ditandatangani dikonsultasikan
rancangan modul, melakukan revisi |
b ) .
17 |Menyusun hasil perbaikan sesuai [ Modul yang 30 menit |Revisi modul
arahan dari Konsultan i"—’ =1 1| |dikonsultasikan
18 |Memeriksa dan membubuhkan paraf - | |[Revisi modul 10 menit |Revisi modul
untuk diteruskan kepada Kaban 3 — B
19 |[Memeriksa dan menandatangani ‘ Revisi modul 10 menit [Modul yang telah
pos dittd
20 |Menerima modul yang telah * ] : . . o Modul yang 10 menit |Modul yang telah
ditandatangani Kaban | _ - &= N dikonsultasikan dittd
21 |[Menggandakan, mengarsipkan Modul yang telah | 30 menit |Fotocopi modul,

dittd

arsip




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH

Nomor SOP p [ 00257 / =omg /1 /109

| Tgl Pembuatan 4 Januari 2017
| Tgl Revisi 28 Januar 2019
| Tgl Efektif 21 Joauapl 2019
Disahkan Oleh Plt. Kepala Badan Pen n Sumber Daya
Manusia Daerah Proyin tera Selatan,

NIP. 196207201983031005

Kepala Bidang / Kasubbid

Nama SOP Penyusunan Kurikulum dan silabi Diklat

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan | 1. Pendidikan Minimal S1.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 2. Memahami struktur organisasi BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan.

2. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 3. Memahami konsep dasar manajemen kearsipan.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman : ;
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan & gﬂ:nr:?;r;?rglsipsgf.:asn?:;sfuran P aanan PRIpasimg
Pemerintahan Daerah,; . . :

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional B healian; konssp dacdl sistem cpani: komputes.
Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan;

6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

7. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan
Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

SOP Penyusunan SK Penyelenggaraan Diklat; 1. Dokumen Perencanaan

SOP Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Diklat 2.SBU

SOP PenyusunanModull Diklat 3. Lembar Disposisi

4. Komputer

Peringatan

1. Jika prosedur tidak dilakukan, kurikulum dan silabi diklat tidak dapat disusun

2. Jika terjadi gangguan terhadap infrastruktur dalam hal ini komputer, maka tidak dapat
dilaksanakan sesuai dengan waktu pada SOP.

Pencatatan dan Pendataan
Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy dengan rapi dan aman




teknis dan konsultan untuk
pertemuan yang membahas usulan
program penyusunan kurikulum dan
silabi diklat, Memerintahkan kepada
JFU utuk mengetik

dokumen aturan

undangan rapat

Unit Pelaksana Mutu Baku Ket
No Uraian Prosedur ; Pejabat
Kasubbid/ Pakar/
ekban Struktural | Kabid taf
Sekl kasubbag . S konsultin Kaban | Kelengkapan | Waktu Output
Lainnya
1 |Memerintahkan kepada Kasubbag Dokumen aturan | 20 Menit |arahan
Adum untuk membuat surat kepada
pejabat teknis dan konsultan untuk -
pertemuan yang membahas usulan |
program penyusunan kurikulum dan [
silabi diklat
2 |Mengosep surat kepada pejabat Arahan, 16 menit |Konsep surat

Mengetik surat undangan kepada
pejabat teknis dan konsultan untuk
pertemuan yang membahas usulan
program penyusunan kurikulum dan
silabi diklat

Konsep surat
undangan rapat

15 menit

Konsep surat
undangan yang
sudah diketik,
nota pengantar
konsep

Mengoreksi, membubuhkan paraf
untuk diteruskan kepada Sekban

Konsep surat,
nota pengantar
konsep

10 menit

Konsep surat,
nota pengantar
konsep

ditukjuk dengan usulan program

kegiatan dipimpin oleh Sekban

kurikulum dan

5 |Memeriksa dan menandatangani 3 Konsep surat, 10 menit |Surat undangan
e T nota pengantar telah
i konsep ditandatangani
6 |Menerima, menggandakan undangan Surat undangan | 20 menit |Surat undangan
rapat - telah telah
S| . i o ditandatangani ditandatangani,
‘ | | telah digandakan
. |
7 |Mendistribusikan Undangan rapat ’ “| Surat undangan | 20 menit |Surat undangan
pembahasan kurikulum dan silabi ﬁ — - didistribusikan
kepada para pejabat dan pakar
s
8 IMelaksanakan rapat teknis seluruh Dokumen 240 Menit | Tersedianya
pejabat terkait dan konsultan yang l_-_'l ,f.- perencanaan dokumen usulan

silabi diklat




Unit Pelaksana Mutu Baku Ket

No Uraian Prosedur % Pejabat

Kasubbid/ Pakar/
Sekban Struktural | Kabid Staf Kaban | Kelengkapan | Waktu QOutput
kasubbag 5 konsultan
Lainnya

9 IMenginventarisir usulan program - Dokumen 60 menit |Tersedianya
kurikulum dan silabi yang diinginkan perencanaan usulan rencana
dan dikonsultasikan dengan Bidang penyusunan
teknis dan Struktural L kurikulum dan

10 |Mengidentifikasi besaran biaya | Dokumen 60 menit |Tersedianya
usulan program kegiatan dari Bidang - perencanaan usulan anggaran
Teknis dan Strukrual serta dan rencana kegiatan
B pe===tege——

11 |[Mengkoordinasikan rencana N Dokumen 30 menit |Tersedianya
penyusunan kurikulum dan silabi ‘ l § “ - perencanaan usulan rencana
kepada masing-masing bidang dan | kegiatan
Tata Usaha sesuai kebutuhan diklat :

12 |Menentukan prioritas kurikulum dan \ Dokumen 30 menit |Tersedianya
silabi diklat yang akan dilaksanakan perencanaan usulan rencana
berdasarkan kebutuhan kegiatan

13 IMenyusun draf rancangan usulan Vi Dokumen 2 minggu |Tersedianya
kurikulum dan silabi berdasarkan 5 [ > . perencanaan rancangan
prioritas program diklat yang akan usulan kurikulum
dilaksanakan [ dan silabi diklat

14 IMemeriksa membubuhkan paraf rancangan 30 menit |Tersedianya
untuk diteruskan kepada Kaban -— il usulan kurikulum rancangan

| L 7 dan silabi diklat usulan kurikulum
I dan silabi
15 |[Memeriksa dan menandatangani rancangan 10 menit Jusulan kurikulum
usulan kurikulum dan silabi
; dan silabi diklat ditandatangani
SR—— - S p— = |

16 |Melaksanakan konsultasi dengan l/ usulan kurikulum | 2 hari  |Kurikulum dan
konsultan yang ditunjuk tentang - S (R - dan silabi silabi yang
rancangan modul, melakukan revisi R I ] ditandatangani dikonsultasikan
sesuai masukan konsultan (jika ada) ‘




silabi yang telah
dittd

arsip

Unit Pelaksana Mutu Baku Ket
No Uraian Prosedur : Pejabat
Kasubbid/ Pakar/
Sekban Struktural | Kabid Staf Kaban | Kelengkapan | Waktu Output
kasubbag 2 konsultan
Lainnya
17 Menyusun hasil perbaikan sesuai , Kurikulum dan 30 menit |Revisi kursil
arahan dari Konsultan silabi yang
, e —-’ —————————— |dikonsultasikan
18 |Memeriksa dan membubuhkan paraf - Revisi kursil 10 menit JRevisi modul
untuk diteruskan kepada Kaban N o | '
19 |Memeriksa dan menandatangani ] Revisi kursil 10 menit |Kurikulum dan
silabi yang telah
=== = = E—— = =S 1dittd
20 |Menerima kurikulum dan silabi yang e Kurikulum dan 10 menit |Kurikulum dan
telah ditandatangani Kaban -" I ' "_- -‘_——‘1 silabi yang silabi yang telah
| dikonsultasikan dittd
21 [Menggandakan, mengarsipkan Kurikulum dan 30 menit JFotocopi kursil




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH

Nomor SOP Ak /00258 / BPSOMO /| / 2019

Tgl Pembuatan 4 Januari 2017
| Tgl Revisi 28 JoagaR 2019
 Tgl Efektif 2 Daawger 209 ]

Disahkan Oleh

Plt. Kepala Badan Penggs

Drs. SYAHF -

PEMBIN

TINGKAT |

pangan Sumber Daya |
atera Selatan,

ANAN, M.Pd

NIP. 196207201983031005

Kepala Bidang / Kasubbid

Nama SOP

Penyusunan Laporan Pembukaan Diklat

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan | 1. Pendidikan Minimal S1 semua jurusan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 2. Memahami struktur organisasi BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan.
2. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 3. Memahami konsep dasar manajemen pengelolaan diklat
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman | 4 Memahami proses dan aturan yang mendasari tata naskah dinas.
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan | g Menguasai aturan perundangan yang berlaku
Pemerintahan Daerah;, ' " )
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional 5. M ehERARSTEEp Mas siei Gpersal KampT,
Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
7. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan
Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

SOP Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Diklat;
SOP Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Diklat
SOP Penyusunan SKPP/SKPH

1. Buku Agenda
2. Lembar Disposisi
3. Aturan Perundang-undangan

Peringatan

1. Jika prosedur tidak dilakukan, Laporan Pembukaan Diklat tidak dapat di susun.
2. Jika terjadi gangguan terhadap infrastruktur dalam hal ini komputer, maka tidak dapat
dilaksanakan sesuai dengan waktu pada SOP.

Pencatatan dan Pendataan
Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy dengan rapi dan aman




Unit Pelaksana Mutu Baku Ket
Uraian Prosedur .
Kabid ::::z:'adgl Staf Kaban Kelengkapan Waktu Output
Memberikan arahan kepada para Dokumen Aturan 20 menit |Surat dipersiapkan
Kasubbid untuk membuat laporan 1
Laporan Pembukaan Diklat i
Mengumpulkan bahan/aturan sekaligus Buku agenda, lembar 120 menit |Konsep Laporan

penyusunan konsep laporan Laporan
Pembukaan Diklat

disposisi & surat

Pembukaan

Mengetik konsep laporan,
membubuhkan stempel paraf
koordinasi, menyampaikan Konsep
Laporan Pembukaan Diklat

=

Konsep Laporan

120 Menit

Konsep laporan
Pembukaan

Mengoreksi, membubuhkan paraf

-

Konsep laporan dan

15 menit

Lembar disposisi yang

koordinasi, menyampaikan Konsep | | disposisi sudah diparaf
Laporan Pembukaan Diklat dan Nota

Pengantar kepada Kepala Bidang

Mengoreksi, membubuhkan paraf Konsep laporan 20 menit |Laporan

koordinasi, menyampaikan Konsep
Laporan Pembukaan Diklat dan Nota
Pengantar kepada Kepala BPSDMD

Pembukaan Diklat

terdokumentasi dan
disposisi

Memeriksa, Menyetujui dan ‘ Laporan Pembukaan 15 menit |Laporan

menandatangani H‘ Diklat terdokumentasi dan
! disposisi

Menerima arahan/persetujuan Laporan s Laporan Pembukaan 30 menit |Laporan

Pembukaan dari Kaban

Diklat

terdokumentasi dan
disposisi

Menggandakan, mengarsip dan Laporan Pembukaan 1x24 |Laporan
Penyampaikan kepada Kaban untuk Diklat Jam |terdokumentasi dan
pemanfaatan disposisi

Selesai




Nomor SOP A / po 260 / @esovp 7 V/ 2009

| Tgl Pembuatan 4 Januari 2017

| Tgl Revisi 28 Jonvay 2019 ]
| Tgl Efektif 21 Joauger 209

PEMERINTAH PROVINS| SUMATERA SELATAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH

Disahkan Oleh

Plt. Kepala Badan Penge
Manusia Daerah Proy,

Drs. SYAHRA

pangan Sumber Daya |

Y| HANAN, M.Pd
PEMBINA TINGKAT |
NIP. 196207201983031005

atera Selatan,

Kepala Bidang/Kasubbid

SOP Penyusunan Sambutan Pembukaan Diklat

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan | 1. Pendidikan Minimal S1 semua jurusan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 2. Memahami struktur organisasi BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan
2. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 3. Memahami konsep dasar manajemen pengelolaan diklat
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan | 4 Memahami proses dan aturan yang mendasaritata naskah dinas.
Eendic:likan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan 5. Menguasai aturan perundangan yang berlaku
aerah; _ . : :
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional D, tmamaoi konsepidaser setan opbrRsk kampulss.
Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
7. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan
Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

SOP Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Diklat;
SOP Penyusunan Laporan Pembukaan Diklat;
SOP Penyusunan Jadwal Diklat

1. Buku Agenda
2. Lembar Disposisi
3. Aturan Perundang-undangan

Peringatan

1. Jika prosedur tidak dilakukan, sambutan pembukaan diklat tidaak dapat disusun;

2. Diperlukan koordinasi dengan seluruh Bagian dan Bidang stake holder yang terkait.

3. Jika terjadi gangguan terhadap infrastruktur dalam hal ini komputer, maka tidak dapat
dilaksanakan sesuai dengan waktu pada SOP.

Pencatatan dan Pendataan

Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy dengan rapi dan aman




Unit Pelaksana Mutu Baku Ket
Uraian Prosedur -
Kaply | ASURDINY oo Sekban | Kaban Kelengkapan Waktu Output
Kasubbag
1. |Memberikan arahan kepada para Kasi Dokumen Aturan 20 menit |Surat dipersiapkan

untuk membuat sambutan pembukaan

Diklat SS
2 |Mengumpulkan bahan/aturan sekaligus X Buku agenda, lembar 120 menit jKonsep Sambutan
penyusunan konsep sambutan =] ——] disposisi & surat
pembukaan diklat
3 IMengetik konsep laporan, membu- : Konsep Sambutan 120 Menit |Konsep
buhkan stempel paraf koordinasi, - Pembukaan SambutanPembukaan
menyampaikan Konsep Sambutan }
Pembukaan Diklat
4 [Mengoreksi, membubuhkan paraf N Konsep Sambutan 15 menit |Konsep Sambutan
koordinasi, menyampaikan Konsep =1 Pembukaan& lembar Pembukaan&Lembar
Sambutan Pembukaan dan Nota l disposisi disposisi yang sudah
Pengantar kepada Kepala Bidang diparaf
5. |[Mengoreksi, membubuhkan paraf Konsep Sambutan 15 menit |Konsep Sambutan
koordinasi, menyampaikan Konsep N — —— Pembukaan& lembar Pembukaan &Lembar
Sambutan Pembukaan dan Nota | disposisi disposisi yang sudah
Pengantar kepada Kaban melalui i diparaf
sekban
6. |Mengoreksi, membubuhkan paraf \/ Konsep Sambutan 15 menit |Konsep Sambutan
koordinasi, menyampaikan Konsep - Pembukaan & lembar Pembukaan &Lembar
Sambutan Pembukaan dan Nota N disposisi disposisi yang sudah
Pengantar kepada Kaban melalui : diparaf
7. [Memeriksa dan menandatangani T Konsep Sambutan 15 menit |Sambutan pembukaan
""" ‘ Pembukaan & lembar yang telah
‘ disposisi ditandatangani dan
s S disposisi
8 |Menerima arahan/persetujuan / Sambutan Pembukaan 10 Menit |Sambutan
Sambutan Pembukaan dari Kaban - e terdokumentasi danj
disngsisi
9 |Menerima arahan/persetujuan = / Sambutan Pembukaan 10 Menit |Sambutan
Sambutan Pembukaan dari Kaban i" (— terdokumentasi  dan|
1 disnosisi
10 |Menggandakan, mengarsip dan J; Sambutan Pembukaan 1x24 |Sambutan
menyampaikan kepada Kaban untuk “ Jam |terdokumentasi dan
pemanfaatan disposisi




Nomor SOP &/ 00260/ Bes9Vp (1/ 201

| Tgl Pembuatan 4 Januari 2017
| Tgl Revisi 26 Janugel 2019
| Tgl Efektif 2 Janvard 209
Disahkan Oleh Plt. Kepala Badan Penggffibamgan Sumber Daya
Manusia Daerah Pro ‘& atera Selatan,

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

MANUSIA DAERAH Drs. SYAHRANTHANAN, M.Pd
PEMBINA TINGKAT |
NIP. 196207201983031005

Kepala Bidang/Kasubbid Nama SOP Pelaksanaan Pre test

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan . Pendidikan Minimal S1

1
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 2. Memahami struktur organisasi BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan.
2. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 3. Memahami konsep dasar manajemen kediklatan.
4
5

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman . Memahami proses dan aturan yang mendasari pengelolaan kediklatan.
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri . Memahami konsep dasar sistem operasi komputer
dan Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional
Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan;

6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

7. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas
dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera

SelatanSelatan.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Dokumen Pretest (Soal dan lembar jawaban)
2. Komputer
3. Absensi
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. Jika prosedur tidak dilakukan, Ujian Pretest tidak dapat dilaksanakan. Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy dengan rapi dan aman

2. Diperlukan koordinasi dengan seluruh Bagian dan Bidang stake holder yang terkait.
3. Jika terjadi gangguan terhadap infrastruktur dalam hal ini listrik dan komputer, maka
tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu pada SOP.




Unit Pelaksana Mutu Baku Ket
Uraian Prosedur Kasubbid /
Kasiblig Staf Peserta Kabid Kelengkapan Waktu Output
1. |Memerintahkan kepada JFU untuk Naskah Pretest 15 menit |Tersedianya Naskah
memeriksa kelengkapan naskah soal ! Pretest
pre test i
2 |memeriksa dan mengecek kesesuaian \ Absensi Peserta 5 menit |Pelaksanaan Absensi
daftar hadir peserta dengan peserta
yang hadir
3 |Menyampaikan tata tertib pelaksanaan Naskah Pretest 5 menit |Terlaksananya
prettest pembacaan tata tertib
4 |membagi naskah soal kepada peserta * Naskah Pretest 5 menit |Pelaksanaan Pretest
5. |Membacakan Petunjuk pelaksanaan Naskah Pretest 5 menit |Pelaksanaan Pretest
Pretest
8. |Pelaksaan Pretest ﬁ Naskah Pretest 60 menit |Pelaksanaan Pretest
7. |Mengumpulkan lembar jawaban dan y Naskah Pretest 5 menit |Pelaksanaan Pretest
soal Pretest '__ _-
8 [Menyerahan lembar jawaban dan Naskah Pretest 5 menit |Pelaksanaan Pretest
naskah soal kepada Kasi
9 |Memeriksa jawaban Pretest * Rekap Nilai Pretest 240 Menit |Rekapitulasi Nilai
Tl = —— — ] tersedia
10 |Melaporkan hasil/nilai Pretest kepada Rekap Nilai Pretest 10 Menit |[Hasil Rekap nilai
Kabid Pretest
11 [Mengarsip, menggandakan \ Rekap Nilai Pretest 10 Menit [Hasil Rekap nilai
* Pretest




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH

Nomor SOP A/ oo2bl / BROMD / 1/ 2019

| Tgl Pembuatan 4 Januari 2017
Tgl Revisi 28 Do 2019
| Tgl Efektif G danvorr 209
Disahkan Oleh Plit. Kepala Badan Pengembengan Sumber Daya
Manusia Daerah Provi era Selatan

‘m\ |
Drs. SYAHRAWY HANAN, M.Pd

PEMBINA TINGKAT |
NIP. 196207201983031005

Kepala Bidang/Kasubbid

Nama SOP Pelaksanaan Post test

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan | 1. Pendidikan Minimal S1
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 2. Memahami struktur organisasi BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan.
2. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 3. Memahami konsep dasar manajemen kediklatan.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman | 4. Memahami proses dan aturan yang mendasari pengelolaan kediklatan.
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen Dalam | 5 Memahami konsep dasar sistem operasi komputer
Negeri dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar
Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
7. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas
dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera
Selatan
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
SOP Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Diklat 1. Dokumen Posttest (Soal dan lembar jawaban)
SOP Penyusunan Kurikulum dan Silabi Diklat 2. Komputer
SOP Pelaksanaan Pre Test 3. Absensi

Peringatan

1. Jika prosedur tidak dilakukan, ujian Post Test tidak dapat dilaksanakan;

2. Jika terjadi gangguan terhadap infrastruktur dalam hal ini listrik dan komputer, maka
tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu pada SOP.

Pencatatan dan Pendataan
Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy dengan rapi dan aman




Unit Pelaksana Mutu Baku Ket
Uraian Prosedur Kasubbid /
Kasubbag Staf Peserta Kabid Kelengkapan Waktu Output
1. |Memerintahkan kepada staf untuk Naskah post test 15 menit |Tersedianya Naskah
memeriksa kelengkapan naskah soal - post test
post test
2 |memeriksa dan mengecek kesesuaian Absensi Peserta 5 menit |Pelaksanaan Absensi
daftar hadir peserta dengan peserta
yang hadir
3 [Menyampaikan tata tertib pelaksanaan Naskah post test 5 menit |Terlaksananya
post test pembacaan tata tertib
4 |membagi naskah soal kepada peserta * Naskah post test 5 menit |Pelaksanaan Post test
5. |[Membacakan Petunjuk pelaksanaan Naskah post test 5 menit |Pelaksanaan Post test
post test
6. |Pelaksaan post test ‘ Naskah post test 60 menit [Pelaksanaan Post test
7. |Mengumpulkan lembar jawaban dan X Naskah post test 5 menit |Pelaksanaan Post test
soal post test
8 |Menyerahan lembar jawaban dan * Naskah post test 5 menit |Pelaksanaan Post test
naskah soal kepada Kasi T‘*"‘
9 |Memeriksa jawaban post test ﬁ Rekap Nilai post test 240 Menit |Rekapitulasi Nilai
i T T _} tersedia
10 |Melaporkan hasil/nilai Post test kepada Rekap Nilai Post Test 10 Menit [Hasil Rekap nilai Post
Kabid test
11 |Mengarsip, menggandakan Rekap Nilai Post Test 10 Menit |Hasil Rekap nilai Post
& test




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

Nomor SOP pA/0o262/ BesOmp / 1/ 209

Tgl Pembuatan 4 Januari 2017
Tgl Revisi 22 Jouoy 209
 Tgl Efektif %( Doawor 249
Disahkan Oleh Plt. Kepala Badan Pengemb umber Daya Manusia

Daerah Provinsi Selatan,

MANUSIA DAERAH Drs. SYAHR NAN, M.Pd
PEMBINA
NIP. 196207201983031005
Kepala Bidang / Kasubbid Nama SOP Penyusunan Laporan Penutupan Diklat

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri
Sipil;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen Dalam
Negeri dan Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar
Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

7. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Uraian
Tugas dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi
Sumatera Selatan

Pendidikan Minimal S1 semua jurusan

Memahami struktur organisasi BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan.
Memahami konsep dasar manajemen pengelolaan diklat
Memahami proses dan aturan yang mendasari tata naskah dinas.
Menguasai aturan perundangan yang berlaku

Memahami konsep dasar sistem operasi komputer.

onmbON~

Keterkaitan

SOP Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Diklat;
SOP Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Diklat
SOP Penyusunan SKPP/SKPH

Peralatan/Perlengkapan

1. Buku Agenda

2. Lembar Disposisi

3. Aturan Perundang-undangan

Peringatan

1. Jika prosedur tidak dilakukan, Laporan Penutupan Diklat tidak dapat disusun;

2. Jika terjadi gangguan terhadap infrastruktur dalam hal ini komputer, maka tidak
dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu pada SOP.

Pencatatan dan Pendataan
Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy dengan rapi dan aman




Unit Pelaksana

Mutu Baku

Ket

Uraian Prosedur :
. K id/
Kabid AMIBA Staf Kaban Kelengkapan Waktu Output
Kasubbag
Memberikan arahan kepada para Kasi untuk Dokumen Aturan 20 menit |Surat dipersiapkan
membuat laporan Laporan Penutupan Diklat 1
"
Mengumpulkan bahan/aturan sekaligus Buku agenda, lembar 120 menit |Konsep Laporan
penyusunan konsep laporan Laporan == disposisi & surat Penutupan
Penutupan Diklat ’
Mengetik konsep laporan, membubuhkan 4 Konsep Laporan 120 Menit |Konsep Laporan
stempel paraf koordinasi, menyampaikan i i Penutupan
Konsep Laporan Penutupan Diklat ’
Mengoreksi, membubuhkan paraf Konsep laporan dan 15 menit |Lembar disposisi yang
koordinasi, menyampaikan Konsep Laporan | [ = disposisi sudah diparaf
Penutupan Diklat dan Nota Pengantar
kepada Kepala Bidang
Mengoreksi, membubuhkan paraf Konsep laporan| 20 menit |Laporan
koordinasi, menyampaikan Konsep Laporan ‘ Penutupan Diklat terdokumentasi dan
Penutupan Diklat dan Nota Pengantar " disposisi
kepada Kaban l
Memeriksa, Menyetujui dan menandatangani ‘ Laporan Penutupan 15 menit |Laporan
[ ’ Diklat terdokumentasi dan
disposisi
Menerima arahan/persetujuan Laporan | | = e =1 Laporan Penutupan| 15 menit |Laporan
Pembukaan dari Kaban ﬁi Diklat terdokumentasi dan
disposisi
Menggandakan, mengarsip dan ii Laporan Penutupan 1x24 |Laporan
Penyampaikan kepada Kaban untuk Diklat Jam terdokumentasi dan
pemanfaatan disposisi




Nomor SOP A/ Oo26% /[ BosHMD/ 1/ 20\9
| Tgl Pembuatan 4 Januari 2017
| Tgl Revisi 96 Jaauwg 2019
| Tgl Efektif 2| donvael 1019

Disahkan Oleh Plt. Kepala Badan Penggert n Sumber Daya

Manusia Daerah Pro btera Selatan,
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
Drs. SYAHRAY(| HANAN, M.Pd
MANUSIA DAERAH PEMBINA TINGKAT |
NIP. 196207201983031005
Kepala Bidang/Kasubbid Nama SOP Penyusunan Sambutan Penutupan Diklat

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan
gendic::kan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan

aerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional
Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional

Prosedur Administrasi Pemerintahan;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan:;

7. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan
Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan

6.

GO B @ N

Pendidikan Minimal S1 semua jurusan

Memahami struktur organisasi BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan
Memahami konsep dasar manajemen pengelolaan diklat
Memahami proses dan aturan yang mendasaritata naskah dinas.

Menguasai aturan perundangan yang berlaku
Memahami konsep dasar sistem operasi komputer.

Keterkaitan

SOP Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Diklat:
SOP Penyusunan Laporan Penutupan Diklat;
SOP Penyusunan Jadwal Diklat

Peralatan/Perlengkapan

1. Buku Agenda

2. Lembar Disposisi

3. Aturan Perundang-undangan

Peringatan

1. J?ka prosedur tidak dilakukan, sambutan penutupan diklat tidak dapat disusun:

2. Jika terjadi gangguan terhadap infrastruktur dalam hal ini komputer, maka tidak dapat
dilaksanakan sesuai dengan waktu pada SOP.

Pencatatan dan Pendataan
Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy dengan rapi dan aman




Unit Pelaksana

Mutu Baku

Ket

Uraian Prosedur :
Kabid sk Staf Kaban Kelengkapan Waktu Output
Kasubbag
Memberikan arahan kepada para Kasi untuk Dokumen Aturan 20 menit |Surat dipersiapkan
membuat sambutan penutupan Diklat 1
="

Mengumpulkan bahan/aturan sekaligus Buku agenda, lembar 240 menit |[Konsep Sambutan

penyusunan konsep sambutan penutupan i disposisi & surat

diklat }

Mengetik konsep laporan, membu-buhkan ' Konsep Sambutan 120 Menit |Konsep Sambutan

stempel paraf koordinasi, menyampaikan Penutupan

Konsep Sambutan Penutupan Diklat

Mengoreksi, membubuhkan paraf koordinasi, Surat & lembar disposisi | 15 menit |Lembar disposisi yang

menyampaikan Konsep Sambutan Penutupan — sudah diparaf

dan Nota Pengantar kepada Kepala Bidang ‘

Pemeriksaan dan koreksi sambutan untuk Surat & lembar disposisi | 20 menit |Sambutan

penandatangan terdokumentasi dan
disposisi

Koreksi dan penandatanganan Sambutan Peutupan 15 menit |Sambutan
terdokumentasi dan
disposisi

Menerima arahan/persetujuan Sambutan Sambutan Penutupan 15 menit

Penutupan dari Kaban

Menggandakan, mengarsip dan Sambutan Penutupan 1x24 |Sambutan

Penyampaikan kepada Kaban untuk Jam |terdokumentasi dan

pemanfaatan i isi




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

Nomor SOP &/ 00964 [/ Besomp / | / 2019

' Tgl Pembuatan 4 Januari 2017

' Tgl Revisi % donuo 2019
Tgl Efektif 21 Janvaey 209
Disahkan QOleh Plt. Kepala Badan Penge gan Sumber Daya

Manusia Daerah Provi gtera Selatan,

Drs. SYAHR || ‘

\-FANAN, M.Pd
MANUSIA DAERAH webictiili st
NIP. 196207201983031005
Kepala Bidang/Kasubbid Nama SOP Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggara Diklat

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan | 1. Pendidikan Minimal S1
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 2. Memahami struktur organisasi BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan.
2. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 3. Memahami konsep dasar manajemen kediklatan.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan | 4. Memahami proses dan aturan yang mendasari pengelolaan
Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan kediklatan.
Daerah; 5. Memahami konsep dasar sistem operasi komputer
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional
Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
7. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan
Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
SOP Evaluasi Tenaga Pengajar 1. Lembar Evaluasi Penyelenggara diklat
SOP Evaluasi Materi Diklat 2. Komputer
SOP Laporan Penutupan Diklat 3.ATK

SOP Laporan Penyelenggaraan Diklat

Peringatan

1. Jika prosedur tidak dilakukan, evaluasi penyelenggara diklat tidak dapat dilaksanakan.

2. Jika terjadi gangguan terhadap infrastruktur dalam hal ini listrik dan komputer, maka tidak
dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu pada SOP.

Pencatatan dan Pendataan
Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy dengan rapi dan aman




Unit Pelaksana

Mutu Baku

Uraian Prosedur keterangan
Sekban bty Staf Kelengkapan Waktu Output
Program
Memerintahkan kepada Kasi untuk Dokumen aturan 10 menit Arahan
mengkonsep dan menyusun evaluasi
penyelenggara diklat
Mengonsep dan menyusun blanko Dokumen dan bahan 15 menit Konsep blanko evaluasi
evaluasi penyelenggara diklat evaluasi materi diklat
Mengetik blanko evaluasi Konsep blanko 15 menit blanko evaluasi materi
penyelenggara diklat evaluasi materi diklat diklat
Menggandakan blanko evaluasi blanko evaluasi 15 menit Berkas blanko evaluasi
penyelenggara diklat materi diklat materi diklat
Mendistribusikan blanko evaluasi blanko evaluasi 10 menit blanko evaluasi materi
penyelenggara diklat materi diklat diklat
Mengumpulkan blanko evaluasi blanko evaluasi 15 menit blanko evaluasi materi
penyelenggara diklat materi diklat diklat yang telah diisi
Merekapitulasi evaluasi blanko evaluasi 3 jam Rekapitulasi evaluasi
penyelenggara diklat materi diklat yang materi diklat
telah diisi
Menandatangani rekapitulasi evaluasi 1 Rekapitulasi evaluasi 10 menit Rekapitulasi evaluasi
penyelenggara diklat - | materi diklat materi diklat yang telah
disahkan
Mengarsipkan rekapitulasi evaluasi I Rekapitulasi evaluasi 10 menit Rekapitulasi evaluasi

penyelenggara diklat

materi diklat yang
telah disahkan

materi diklat yang telah
disahkan telah disimpan




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH

Nomor SOP A /002657 Besomo / 1/ 2019
| Tgl Pembuatan 4 Januari 2017
| Tgl Revisi 28 Jonuom 2019
| Tgl Efektif 31 Jdoaugel 209

Disahkan Oleh Plt. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Daerah Pro m’

Drs. SYAHRAW
PEMBINAYINGKAT |
NIP. 196207201983031005

Kepala Bidang/Kasubbid

Nama SOP Pelaksanaan Evaluasi Tenaga Pengajar

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri
dan Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional
Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan;

6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

7. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan

Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan

1. Pendidikan Minimal S1

2. Memahami struktur organisasi BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan.

3. Memahami konsep dasar manajemen kediklatan.

4. Memahami proses dan aturan yang mendasari pengelolaan kediklatan.
5. Memahami konsep dasar sistem operasi komputer

Keterkaitan

SOP Evaluasi Penyelenggara Diklat
SOP Evaluasi Materi Diklat

SOP Laporan Penutupan Diklat

SOP Laporan Penyelenggaraan Diklat

Peralatan/Perlengkapan

1. Lembar Evaluasi Tenaga Pengajar
2. Komputer
3.ATK

Peringatan

1. Jika prosedur tidak dilakukan, Evaluasi Tenaga Pengajar tidak dapat dilaksanakan;
2. Diperlukan koordinasi dengan seluruh Bagian dan Bidang stake holder yang terkait.

Pencatatan dan Pendataan
Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy dengan rapi dan aman




Unit Pelaksana

Mutu Baku

Uraian Prosedur Kasubbag Perencanaan keterangan
Sekban ? Staf Kelengkapan Waktu Output
evaluasi dan pelaporan
Sekretaris Badan memerintahkan kepada Dokumen aturan 10 menit Arahan
Kasubbag Perencanaan evaluasi dan
pelaporan Untuk mengonsep dan E
menyusun blanko evaluasi tenaga § [
pengajar
Kasubbag Program mengonsep dan 4 Dokumen dan 15 menit Konsep blanko evaluasi
menyusun blanko evaluasi tenaga - ‘ bahan evaluasi tenaga pengajar
pengajar dan menugaskan staf untuk ‘
menindaklanjuti |
Staf mengetik blanko evaluasi tenaga Y Konsep blanko 15 menit blanko evaluasi tenaga
pengajar * evaluasi tenaga pengajar
pengajar
Staf menggandakan blanko evaluasi blanko evaluasi 15 menit Berkas blanko evaluasi
tenaga pengajar ﬁ tenaga pengajar tenaga pengajar
|
Staf Mendistribusikan blanko evaluasi blanko evaluasi 10 menit blanko evaluasi tenaga
tenaga pengajar ﬁ tenaga pengajar pengajar
Staf Mengumpulkan blanko evaluasi \V blanko evaluasi 15 menit blanko evaluasi tenaga
tenaga pengajar dan menyampaikan — — tenaga pengajar pengajar yang telah diisi
kepada kasubbag program i
Kasubbag Merekapitulasi evaluasi tenaga A/ blanko evaluasi 3 jam Rekapitulasi evaluasi
pengajar dan menyampaikan ke sekban — 4— tenaga pengajar tenaga pengajar
untuk dikoreksi | yang telah diisi
Sekban meneliti dan menandatangani Y 1 Rekapitulasi 10 menit Rekapitulasi evaluasi
rekapitulasi evaluasi tenaga pengajar dan =4 ___iJ evaluasi tenaga tenaga pengajar yang
menugaskan staf untuk mengarsipkan pengajar telah disahkan
Staf Mengarsipkan rekapitulasi evaluasi Rekapitulasi 10 menit Rekapitulasi evaluasi
tenaga pengajar “ evaluasi tenaga tenaga pengajar yang
pengajar yang telah telah disahkan telah
disahkan disimpan




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH

Nomor SOP A/ 0026/ ®0MD /| /2019

| Tgl Pembuatan 4 Januari 2017
| Tgl Revisi 28 Joqwael 209
Tgl Efektif 2\ Janoel 209
Disahkan Oleh Plt. Kepala Badan Pengembaagan Sumber Daya

Manusia Daerah Proviy atera Selatan,

NIP. 196207201983031005

Kepala Bidang/Kasubbid

Nama SOP Pelaksanaan Evaluasi Materi Diklat

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1.

2.
3

6.

[

Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri
dan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional
Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan
Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Pendidikan Minimal S1

Memahami struktur organisasi BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan.
Memahami konsep dasar manajemen kediklatan.

Memahami proses dan aturan yang mendasari pengelolaan kediklatan.
Memahami konsep dasar sistem operasi komputer

G O3 D)

Keterkaitan

SOP Evaluasi Tenaga Pengajar
SOP Evaluasi Penyelenggara Diklat
SOP Laporan Penutupan Diklat
SOP Laporan Materian Diklat

Peralatan/Perlengkapan

1. Lembar Evaluasi Materi diklat
2. Komputer
3. ATK

Peringatan

1. Jika prosedur tidak dilakukan, Evaluasi Materi Diklat tidak dapat dilaksanakan;.
2. Diperlukan koordinasi dengan seluruh Bagian dan Bidang stake holder yang terkait.

Pencatatan dan Pendataan
Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy dengan rapi dan aman




Unit Pelaksana Mutu Baku
Uraian Prosedur 7 keterangan
. Kasubbid/
Kabid Staf Kelengkapan Waktu Output
Kasubbag
Memerintahkan kepada Kasubbid Dokumen aturan 10 menit Arahan
untuk mengkonsep dan menyusun
evaluasi terhadap materi diklat
Mengonsep dan menyusun blanko Dokumen dan bahan 15 menit Konsep blanko
evaluasi materi diklat evaluasi evaluasi materi diklat
Mengetik blanko evaluasi materi diklat Konsep blanko 15 menit blanko evaluasi materi
evaluasi materi diklat diklat
Menggandakan blanko evaluasi materi blanko evaluasi 15 menit Berkas blanko
diklat materi diklat evaluasi materi diklat
Mendistribusikan blanko evaluasi blanko evaluasi 10 menit blanko evaluasi materi
materi diklat materi diklat diklat
Mengumpulkan blanko evaluasi materi blanko evaluasi 15 menit blanko evaluasi materi
diklat materi diklat diklat yang telah diisi
Merekapitulasi evaluasi materi diklat blanko evaluasi 3 jam Rekapitulasi evaluasi
. materi diklat yang materi diklat
telah diisi
Menandatangani rekapitulasi evaluasi | ‘ Rekapitulasi evaluasi 10 menit Rekapitulasi evaluasi
materi diklat A materi diklat materi diklat yang
telah disahkan

Mengarsipkan rekapitulasi evaluasi ‘ Rekapitulasi evaluasi 10 menit Rekapitulasi evaluasi

materi diklat

materi diklat yang
telah disahkan

materi diklat yang
telah disahkan telah

disimpan




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH

Nomor SOP b [ o267t [ BesOmp / 1/ 2019

| Tgl Pembuatan 4 Januari 2017
| Tgl Revisi 2B Joauom 209
Tgl Efeketif A Danuad 209
Disahkan Oleh Plt. Kepala Badan Peng an Sumber Daya
Manusia Daerah Prov tera Selatan,

Drs. SYAHRAW{ HANAN, M.Pd
PEMBINA TINGKAT |
NIP. 196207201983031005

Kepala Bidang / Kasubbid

Nama SOP Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Diklat

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan | 1. S1 semua jurusan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 2. Menguasai Tata Naskah Dinas
2. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 3. Menguasai program komputer microsoft office
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman | 4. Memahami alur kerja penyelenggaraan diklat
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri | 5. Memahami struktur dan tata cara pembuatan laporan penyelenggaraan
dan Pemerintahan Daerah; diklat
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional
Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
7. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas
dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera
Selatan
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
SOP Penyelenggaraan Ujian 1.Komputer
SOP Evaluasi Tenaga Pengajar 2.Lembar Disposisi
SOP Evaluasi Penyelenggaraan Diklat 3.ATK

4.Stempel koordinasi

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

1. Jika prosedur tidak dilakukan, Laporan Penyelenggaraan Diklat tidak dapat disusun;.
2. Jika terjadi gangguan terhadap infrastruktur dalam hal ini listrik dan komputer, maka

tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu pada SOP.

Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy dengan rapi dan aman




Unit Pelaksana Mutu Baku Ket
Uraian Prosedur
" Kasubbid/
Kabid Kasubbag Staf Sekban Kaban Kelengkapan Waktu Output
Memberikan arahan kepada Kasubbid DPA, Lembar disposisi |10 menit |Arahan dari Kabid

untuk menyusun Laporan
Penyelenggaraan Diklat

mengkonsep Laporan
Penyelenggaraan Diklat, Nota
Pengantar, dan memberikan arahan
kepada staf

Arahan, Rekap evaluasi
pengajar, Rekap
evaluasi penye-
lenggaraan

60 menit

Konsep Laporan
Penyelenggaraan
diklat, Konsep nota
pengantar, Arahan dari
Kasi Pelaksana

Mengerjakan arahan, mengetik konsep
laporan, membubuhkan paraf
koordinasi pada stempel koordinasi,
menyampaikan Konsep Laporan
Penyelenggaraan Diklat dan Nota
Per@tar kepada Kasi Pelaksana

Konsep Laporan
Penyelenggaraan diklat,
Konsep nota pengantar,
Arahan, Stempel
koordinasi

60 menit

Konsep Laporan
Penyelenggaraan diklat
yang telah diparaf JFU,
Konsep nota pengan-
tar yang telah diparaf
JFU

Mengkoreksi, memberikan paraf
koordinasi pada konsep Laporan
Penyelenggaraan Diklat, nota
pengantar dan menyampaikan kepada
Kabid

Konsep Laporan
Penyelenggaraan diklat
yang telah diparaf JFU,
Konsep nota pengantar
yang telah diparaf JFU

15 menit

Konsep Laporan
Penyelenggaraan diklat
yang telah diparaf Kasi
Pelaksana, Konsep
nota pengantar yang
telah diparaf Kasi

Memeriksa memberikan paraf
koordinasi pada konsep Laporan
Penyelenggaraan Diklat, nota
pengantar dan menyampaikan kepada
Kaban melalui Sekban

Konsep Laporan Pen-
yelenggaraan diklat yang
telah diparaf Kasi Pe-
laksana, Konsep nota
pengantar yang telah
diparaf Kasi Pelaksana

15 menit

Zalakeana

Konsep Laporan Pe-
nyelenggaraan diklat
yang telah diparaf
Kabid, Konsep nota
pengantar yang telah
diparaf Kabid

Memeriksa memberikan paraf
koordinasi pada konsep Laporan
Penyelenggaraan Diklat, nota
pengantar dan menyampaikan kepada
Kaban

Konsep Laporan Penye-
lenggaraan diklat yang
telah diparaf Kabid,
Konsep nota pengantar
yang telah diparaf Kabid

15 menit

Konsep Laporan Penye-

lenggaraan diklat yang
telah diparaf Sekban,
Konsep nota pengantar
yang telah
ditandatangani Sekban

Menandatangani Laporan
Penyelenggaraan Diklat

Konsep Laporan Penye-
lenggaraan diklat yang
telah diparaf sekban, -
Konsep nota pengantar
yang telah
ditandatangani sekban

15 menit

Laporan
Penyelenggaraan diklat
yang telah
ditandatangani Kaban,
Nota pengantar yang
telah ditandatangani
Kaban




Unit Pelaksana Mutu Baku Ket
Uraian Prosedur :
Kabid FRmaba Staf Sekban Kaban Kelengkapan Waktu Output
Kasubbag

Menerima Laporan Penyelenggaraan
Diklat yang telah ditandatangani Kaban

Laporan Penyeleng-
garaan diklat yang telah
diparaf sekban, nota
pengantar yang telah
ditandatangani Kaban

LaporanPenyelenggara

an diklat yang telah

ditandatangani Kaban,

Nota pengantar yang

telah ditandatangani
aban.

Menerima, mengetik nomor,
menggandakan, mengarsipkan
mengirimkan Laporan
Penyelenggaraan Diklat dan nota
pengantar ke Badan

Laporan Penyeleng-
garaan diklat yang telah
diparaf sekban, nota
pengantar yang telah
ditandatangani kaban

60 menit

Laporan
Penyelenggaraan diklat
telah terkirim, Nota
pengantar telah
terkirim, Arsip Laporan
Penyelenggaraan diklat
1dan Notz pengantar




Nomor SOP A /00162 / Besnmn / 1/ 2019
| Tgl Pembuatan 4 Januari 2017
| Tgl Revisi 28 Jonvwolr 2019
| Tgl Efektif L Jovvaer 200
Disahkan Oleh Plt. Kepala Badan Pengermrangan Sumber Daya
Manusia Daerah P tera Selatan,
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA Drs. SYAHRAW(THANAN, M.Pd
MANUSIA DAERAH PEMBINA TINGKAT |
NIP. 196207201983031005
Kepala Bidang/Kasubbid Nama SOP Penyelenggaraan Seminar Proyek Perubahan

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1.

Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

1.81 semua jurusan

2.Menguasai program komputer microsoft office

2. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri
Sipil;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen Dalam
Negeri dan Pemerintahan Daerah,;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar
Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
7. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Uraian
Tugas dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi
Sumatera Selatan
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
SOP Penyususnan SK Penyelenggaraan diklat 1.Komputer
SOP Penyelenggaraan Observasi Lapangan 2.ATK

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

1. Jika prosedur tidak dilakukan, Seminar Proyek Perubahan tidak dapat dilaksanakan;.
2. Jika terjadi gangguan terhadap infrastruktur dalam hal ini listrik dan komputer, maka

tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu pada SOP.

Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy dengan rapi dan aman




Unit Pelaksana Mutu Baku
Uraian Prosedur E Ket
Kabid asubiid jicasubling Staf Kelengkapan Waktu Output
Pelaksana| Umum
Memberikan arahan kepada Kasubbid Lembar disposisi 10 menit JArahan
Pelaksana untuk menyusun daftar —
kelompok seminar =
Menyusun daftar kelompok seminar; - - Arahan 2 jam |- Arahan
memastikan narasumber dan T - Daftar Peserta - Daftar kelompok
moderator; menentukan ruang dan - Daftar narasumber - Kepastian narasumber
peralatan seminar dan menyampaikan dan moderator dan moderator
kepada Kasubbag Umum; dan - Daftar permintaan ruang
memberikan arahan kepada staf dan peralatan
mempersiapkan ruang dan peralatan Daftar permintaan 30 menit |[Kepastian ruang dan
yang dibutuhkan untuk seminar “*ﬁ ruang dan peralatan peralatan seminar
|
\
mengetik daftar kelompok seminar dan } - Arahan 30 Daftar kelompok yang
menyerahkan kepada Kasi Pelaksana, ‘— ——— —t —— - Daftar kelompok menit |sudah diketik
memeriksa dan memaraf daftar Daftar kelompok yang | 15 menit |Daftar kelompok yang
kelompok seminar, dan menyerahkan B | sudah diketik sudah diparaf Kasi
kepada Kabid ( Pelaksana
Memeriksa dan menandangani daftar d Daftar kelompok yang | 15 menit | Daftar kelompok yang
kelompok seminar dan menyerahkan sudah diparaf Kasi sudah tandatangani Kabid
kepada Kasi Pelaksana i Pelaksana
Mengkoordinasikan kelompok seminar, Daftar kelompok yang | 30 menit |- Pembentukan kelompok
mengumpulkan KKP dan KKK dan : sudah tandatangani - Pengumpulan KKP dan
menyerahkannya kepada staf Kabid KKK
| .
Menggandakan KKP dan KKK yang KKP dan KKK 1 jam |Penggandaan KKP dan

akan diseminarkan dan
mendistribusikannya kepada peserta

KKK




Unit Pelaksana Mutu Baku
Uraian Prosedur : Ket
Kabid e R Staf Kelengkapan Waktu Output
Pelaksana| Umum
Melaksanakan seminar, mengumpulkan - KKP dan KKK 3 jam |Rumusan hasil seminar
hasil rumusan seminar - Narasumber
== - Moderator

Mengarsipkan hasil rumusan seminar

-/
|
!
t

Rumusan hasil
seminar

15 menit

Arsip hasil rumusan
seminar




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH

Nomor SOP A [ co20 / Besom0 / 1/ 209

| Tgl Pembuatan 4 Januari 2017 ]
| Tgl Revisi 2% Joauaw 2019
| Tgl Efektif %l oo 109

Disahkan Oleh Plt. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Daerah Provif ptera Selatan,

NIP. 196207201983031005

Kepala Bidang/Kasubbid

Nama SOP Penyelenggaraan Observasi Lapangan

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan
Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional
Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan;

6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

7. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan
Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan

1.S1 semua jurusan
2.Memiliki kemampuan dalam berkoordinasi dengan pemerintahan daerah
3.Menguasai program komputer microsoft office

Keterkaitan

SOP Penyususnan SK Penyelenggaraan diklat
SOP Penyelenggaraan KKP dan KKK

Peralatan/Perlengkapan
1.Komputer

2.ATK

3.Kendaraan operasional

4. Perlengkapan dokumentasi
Perlengkapan OL sesuai jenis diklat

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

1. Jika prosedur tidak dilakukan, Observasi Lapangan tidak dapat dilaksanakan:;.
2. Jika terjadi gangguan terhadap infrastruktur dalam hal ini listrik dan komputer, maka tidak
dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu pada SOP.

Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy dengan rapi dan aman




Unit Pelaksana Mutu Baku Ket
Uraian Prosedur -
Kabid ik Staf Sekban Kaban Kelengkapan Waktu Output
Kasubbag

1. |Memberikan arahan kepada Kasubbid Dokumen aturan 10 menit |arahan

pelaksana untuk Mengkonsep surat ijin 1

OL dan Surat Tugas Peserta
2 |Mengkonsep, memerintahkan kepada Arahan kabid 20 menit [Konsep surat ijin OL

JFU untuk mengetik surat ijin OL dan
Surat Tugas Peserta

dan surat tugas

3 |Mengetik surat ijin OL dan Surat tugas Konsep surat ijin OL dan |15 menit |Konsep surat ijin OL
peserta {— ==l surat tugas dan surat tugas

4 |Menyiapkan SK, Nota Dinas, Tim > Daftar nama tim Advance |15 menit |Draft SK
Advance, pembimbing OL i *‘_'“"'l dan OL

5. [Mengetik SK, Nota Dinas, Tim / Draft SK 15 menit |SK, Nota Dinas
Advance, pembimbing OL

6. |mengoreksi, membubuhkan paraf Draft SK 10 menit |SK, Nota Dinas
koordinasi dan meneruskan untuk _“
disetujui Kepala Bidang 1

7. |mengoreksi, membubuhkan paraf ' Draft SK 10 menit |SK, Nota Dinas
koordinasi dan meneruskan untuk T | B
disetujui Kaban melalui Sekban ;

8 |mengoreksi, membubuhkan paraf Draft SK 10 menit |SK, Nota Dinas
koordinasi dan meneruskan untuk
disetujui Kaban .

9 |Memeriksa, menyetujui dan 1 SK, Nota Dinas 10 menit |SK, Nota Dinas yang
menandatangani T telah ditandatangani

10 [Menyusun buku panduan OL " 2x24 jam |Naskah buku

panduan OL
11 |[Menggandakan buku panduan OL Naskah buku panduan |1x24 jam |Buku panduan OL

OL




Unit P?Iaksana Mutu Baku Ket
Uraian Prosedur .
Kabid PSRty Staf Sekban Kaban Kelengkapan Waktu Output
Kasubbag
12 |Mempersiapkan transportasi dan ‘ 2x 24 |Tranportasi dan
akomodasi | i jam |akomodasi siap
13 |Melaksanakan observasi lapangan

&>




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH

Nomor SOP &/ 00970 / Besowmo /1 /1019
Tgl Pembuatan | 04 Januari 2017

Tgl Revisi 28 Jonuaer 2019

| Tgl Efektif 2 Jdowau 2019

Disahkan Oleh Plt. Kepala Badan Pengembanga

!“!!I gr Daya Manusia Daerah

HANAN, M.Pd
YINGKAT |
NIP. 1 96207201 983031005

Sekretaris / Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Nama SOP

Penyediaan Ruang Kelas

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri
Sipil;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen Dalam
Negeri dan Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar
Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan,

6. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Uraian
Tugas dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Provinsi Sumatera Selatan

1. Pendidikan minimal SLTA

2. Menguasai Microsoft Office

3. Menguasai Tata Naskah Dinas

4. Menguasai perlengkapan ruang kelas

Keterkaitan

1. Penyusunan Surat Keputusan Penyelenggaraan Diklat
2. Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Diklat
3. Penyediaan perlengkapan ruang kelas;

Peralatan/Perlengkapan
1.Buku Agenda
2.Lembar Disposisi
3.Komputer

4.Ruang kelas

Peringatan

1. Jika prosedur tidak dilakukan, Ruang Kelas Tidak dapat disediakan.

2. Diperlukan koordinasi dengan seluruh Bagian dan Bidang stake holder yang
terkait.

3. Jika terjadi gangguan terhadap infrastruktur dalam hal ini komputer, maka tidak
dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu pada SOP.

Pencatatan dan Pendataan :
Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy dengan rapi dan aman




Unit Pelaksana

Mutu Baku

Uraian Prosedur - Ket
Staf BB Sekban Kelengkapan Waktu Output
Kasubbag
Menyusun konsep nota dinas - Peraturan Per UU Konsep surat
permohonan permintaan penyediaan - Komputer 15 menit
ruang kelas - ATK
mengoreksi, membubuhkan paraf - Peraturan Konsep Surat penyediaan
koordinasi dan meneruskan untuk Perundang-undangan 20 menit ruang Kelas
disetujui Sekretaris Badan - Tata Naskah Dinas
Memeriksa, menyetujui dan - Peraturan Konsep Surat penyediaan
menandatangani Perundang-undangan ruang kelas
i 20 menit
- Tata Naskah Dinas
- Stempel Koordinasi
Mengisi penomoran dalam buku Agenda - Peraturan Surat yang telah
arsip dan penyediaan ruang kelas Perundang-undangan| 10 Menit |ditandatangani
lata Naskah Dinas
::/leel\;nspersapkan dan menyediakan ruang I -
Perundang-undangan| 30 Menit |Tersedianya ruang kelas
- Ruang Kelas
Selesai -Peraturan
Perundang-undangan 30 Menit

- Ruang Kelas




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH

Nomor SOP B/ 00271/ ReSPMO /' / 2019
| Tgl Pembuatan | 04 Januari 2017

| Tgl Revisi 28 Januar 709

| Tgl Efektif S Joanae 2009

Disahkan Oleh

Plt. Kepala Badan Pengembang umber Daya Manusia
Daerah Provinsi Sughaterg) Selatan,

Drs. SYAHRA ANAN, M.Pd
PEMBINA TINGKAT |
NIP. 196207201983031005

Sekretaris / Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Nama SOP

Penyediaan Alat Bantu latihan

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri
Sipil;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen Dalam
Negeri dan Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar
Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan,

6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

7. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Uraian
Tugas dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Provinsi Sumatera Selatan

1.Menguasai Microsoft Office

2.Menguasai Tata Naskah Dinas
3.Menguasai perlengkapan alat bantu belajar
4. Menguasai Peraturan Perundang-undangan

Keterkaitan

1. Penyusunan Surat Keputusan Penyelenggaraan Diklat
2. Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Diklat
3. Penyusunan Kriteria Peserta Diklat

Peralatan/Perlengkapan
1.Buku Agenda
2.Lembar Disposisi

3. Komputer

4 ATK

5.ABL

Peringatan

1. Jika prosedur tidak dilakukan, Alat Bantu Latihan Tidak dapat disediakan.
2. Jika terjadi gangguan terhadap infrastruktur dalam hal ini komputer, maka tidak
dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu pada SOP.

Pencatatan dan Pendataan
Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy dengan rapi dan aman




Unit Pelaksana Mutu Baku

Uraian Prosedur — Ket
Staf Kasubag Kabid Kelengkapan Waktu Output

Menyusun konsep surat /nota dinas - Peraturan Per UU

permohonan penyediaan Alat Bantu ; - Komputer 15 menit [Konsep surat
Latihan - ATK
mengoreksi, membubuhkan paraf - Peraturan

koordinasi dan meneruskan untuk Perundang-undangan Konsep Surat penyediaan

disetujui Sekretaris Badan - Tata Naskah Dinas <0 henk ABL
Memeriksa, menyetujui dan - Peraturan
menandatangani Perundang-undangan 20 menit Konsep Surat penyediaan
- Tata Naskah Dinas ABL
- Stempel Koordinasi
Mengisi penomoran dalam buku Agenda - Peraturan
- .. |Surat yang telah
arsip dan Pengambilan Alat Bantu Pk Perundang-undangan| 10 Menit ditan d:tar? il
Pelatinan il - Tata Naskah Dinas g

Mempersiapkan dan menyediakan

; -P
perlengkapan alat bantu latihan aratlsan

Perundang-undangan| 30 Menit |Tersedianya ABL
- Alat Bantu Latihan

Selesai : -Peraturan
: Perundang-undangan
- Alat Bantu Latihan

30 Menit




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH

Nomor SOP

e / 00932/ Bocomo / 1/ 2019

Tgl Pembuatan

4 Januari 2017

Tgl Revisi

26 Joauoe] 200

Tgl Efektif

31 Jdayawy 201

Disahkan Oleh

Plt. Kepala Badan Pengem
Daerah Provins,

hemigamQumber Daya Manusia
... = h & Selatan,

Drs. SYAHRAW] HANAN, M.Pd
PEMBINA TINGKAT |
NIP. 196207201983031005

Sekretaris / Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Nama SOP

Penyediaan Asrama

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen Dalam
Negeri dan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar
Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas
dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera
Selatan

A
3.

: 9

2
3.
4

Pendidikan minimal SLTA
Menguasai Microsoft Office
Menguasai Tata Naskah Dinas
Menguasai Penyediaan Asrama

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1. Penyusunan Surat Keputusan Penyelenggaraan Diklat
2. Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Diklat
3. Penyediaan Asrama;

1.Buku Agenda
2.Lembar Disposisi
3.Komputer
4.Ruang Asrama

Peringatan

1. Jika prosedur tidak dilakukan, Asrama Tidak dapat disediakan.
2. Jika terjadi gangguan terhadap infrastruktur dalam hal ini komputer, maka tidak dapat
dilaksanakan sesuai dengan waktu pada SOP.

Pencatatan dan Pendataan

Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy dengan rapi dan aman




Unit Pelaksana Mutu Baku Ket
Uraian Prosedur -
Staf Rasulioy Kabid Kelengkapan Waktu Output
Kasubbag
Menyusun konsep surat / nota dinas - Peraturan Per UU
permohonan penyediaan asrama - Komputer 15 menit |Konsep surat
- ATK
mengoreksi, membubuhkan paraf - Peraturan

koordinasi dan meneruskan untuk
disetujui Sekretaris Badan

Perundang-undangan
- Tata Naskah Dinas

20 menit

Konsep Surat penyediaan

Asrama

Memeriksa, menyetujui dan
menandatangani

- Peraturan
Perundang-undangan
- Tat skah Dinas

Mengisi penomoran dalam buku Agenda
arsip dan penyediaan asrama

20 menit

Konsep Surat penyediaan

asrama

- Peraturan
Perundang-undangan

- Tata Naskah Dinas

Mempersiapkan dan menyediakan asrama

10 Menit

Surat yang telah
ditandatangani

- Peraturan
Perundang-undangan
- asrama

30 Menit

Tersedianya asrama

Selesai

Peraturan
Perundang-undangan
- asrama

30 Menit




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH

Nomor SOP %/ 00932 / Besomp /1 / 209

| Tgl Pembuatan 04 Januari 2017

 Tgl Revisi 72 Joawgrl 209

Tal Efektif 2 Yauge( 209

Disahkan Oleh Plt. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Daega
Provinsi Su ;@

PEMBINA NNGKAT |
NIP. 196207201983031005

Sekretaris / Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Nama SOP Penyediaan Ruang Tamu

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri
Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen Dalam
Negeri dan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar
Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas
dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi
Sumatera Selatan

2.

3.

1.Pendidikan minimal SLTA
2.Menguasai Microsoft Office
3.Menguasai Tata Naskah Dinas

4 Menguasai Perlengkapan Ruang Tamu

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1. Penyusunan Surat Keputusan Penyelenggaraan Diklat
2. Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Diklat
3. Penyediaan Ruang Tamu;

1.Buku Agenda
2.Lembar Disposisi
3.Komputer
4.Ruang Tamu

Peringatan

1. Jika prosedur tidak dilakukan, Ruang Tamu Tidak dapat disediakan.
2. Jika terjadi gangguan terhadap infrastruktur dalam hal ini komputer, maka tidak dapat
dilaksanakan sesuai dengan waktu pada SOP.

Pencatatan dan Pendataan
Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy dengan rapi dan aman




Unit Pelaksana Mutu Baku Ket
Uraian Prosedur
Staf Kasuibbag: Sekban Kelengkapan Waktu Output
Kasubbag
Menyusun konsep surat / nota dinas - Peraturan Per UU 15 menit |Konsep surat

koordinasi dan meneruskan untuk
disetujui Sekretaris Badan

Perundang-undangan
- Tata Naskah Dinas

permohonan penyediaan ruang tamu - Komputer
-ATK
-LCD
mengoreksi, membubuhkan paraf - Peraturan 20 menit |Konsep Surat penyediaan

ruang tamu

Memeriksa, menyetujui dan
menandatangani

- Peraturan
Perundang-undangan
- Tata Naskah Dinas
- Stempel Koordinasi

20 menit

Konsep Surat penyediaan
ruang tamu

Mengisi penomoran dalam buku Agenda
arsip dan penyediaan ruang tamu

- Peraturan
Perundang-undangan
- Tata Naskah Dinas

10 Menit

Surat yang telah
ditandatangani

Perundang-undangan
- Ruang tamu

Mempersiapkan dan menyediakan ruang - Peraturan 30 Menit |Tersedianya ruang tamu
tamu Perundang-undangan

- ruang tamu
Selesai - Peraturan 30 Menit




PEMERINTAH PROVINS SUMATERA SELATAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH

Nomor SOP % /o027y / 2esomd /| /2019
| Tgl Pembuatan 04 Januari 2017
Tgl Revisi % Joquan_ 2019
| Tgl Efektif 2 Joowet 2019

Disahkan Oleh

Plt. Kepala Badan Pengem
Daerah Provins

he umber Daya Manusia
s Selatan,

\

Drs. SYAHRAMW(| HANAN, M.Pd
PEMBINA TINGKAT |
NIP. 196207201983031005

Sekretaris / Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Nama SOP

Penyediaan Ruang Tunggu Tenaga Pengajar

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen Dalam
Negeri dan Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar
Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

7. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas
dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera
Selatan

1. Pendidikan Minimal SLTA

2. Menguasai Microsoft Office

3. Menguasai Tata Naskah Dinas

4. Menguasai perlengkapan ruang kelas

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1. Penyusunan Surat Keputusan Penyelenggaraan Diklat
2. Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Diklat
3. Penyediaan perlengkapan ruang tunggu tenaga pengajar

3. Komputer

1. Buku Agenda
2. Lembar Disposisi

4. Ruang kelas

Peringatan

1. Jika prosedur tidak dilakukan, Ruang Tunggu Tenaga Pengajar Tidak dapat
disediakan.

2. Jika terjadi gangguan terhadap infrastruktur dalam hal ini komputer, maka tidak dapat
dilaksanakan sesuai dengan waktu pada SOP.

Pencatatan dan Pendataan :
Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy dengan rapi dan aman




Unit Pelaksana Mutu Baku Ket
Uraian Prosedur T
Staf R Sekban Kelengkapan Waktu Output
Kasubbag

 Peraturan Far Uil 15 menit |Konsep surat
Menyusun konsep surat permohonan - Komputer
penyediaan ruang tunggu tenaga pengajar - ATK

-LCD

- - it at
mengoreksi, membubuhkan paraf koordinasi PetRiRan: Peindetg gl Konsegl B
dan meneruskan untuk disetujui Sekretaris undangan WA TG .

- Tata Naskah Dinas tunggu tenaga pengajar
Badan

- Peraturan Ferundang- 20 menit |Konsep Surat

undangan penyediaan ruang
Memeriksa, menyetujui dan menandatangani - Tata Naskah Dinas tunggu tenaga pengajar

- Stempel Koordinasi
Mengisi penomoran dalam buku Agenda arsip =PRSS oI 10 Menit  [Surat yang telah
dan penyediaan ruang tunggu tenaga ndengin ' ditandatangani

: - Tata Naskah Dinas

pengajar

- Perataran perunaang- 30 Menit |Tersedianya ruang
Persiapan dan penyediaan ruang tunggu sndangan tunggu tenaga pengajar

. -ruang ruang tunggu

tenaga pengajar :

tenaga pengajar

= perawaran P T 30 Menit

Selesai

undangan
- ruang tunggu
pengajar

tenaga




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH

Nomor SOP %/ 00215 / Be3oMD / 1/ 209
| Tgl Pembuatan 04 Januari 2017

| Tgl Revisi 20 Jonvow 200

 Tgl Efektif 5 Jonvoy 209

Disahkan Oleh

Plt. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Daers

Provinsi Suma @;

PEMBIN
NIP. 196207201983031005

Sekretaris / Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Nama SOP

Penyediaan ruang makan dan snack

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri
Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen Dalam
Negeri dan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar
Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Uraian
Tugas dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi
Sumatera Selatan

2.

3.

1.

Pendidikan minimal SLTA
2. Menguasai Microsoft Office

3. Menguasai Tata Naskah Dinas

4. Menguasai periengkapan ruang makan dan snack

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1. Penyusunan Surat Keputusan Penyelenggaraan Diklat
2. Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Diklat
3. Penyediaan perlengkapan ruang makan dan snack

1.Buku Agenda
2.Lembar Disposisi
3.Komputer

4.Ruang makan dan snack

Peringatan

1. Jika prosedur tidak dilakukan, Ruang Makan dan Snack Tidak dapat disediakan.
2. Jika terjadi gangguan terhadap infrastruktur dalam hal ini komputer, maka tidak
dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu pada SOP.

Pencatatan dan Pendataan :
Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy dengan rapi dan aman




Uraian Prosedur

Unit Pelaksana

Mutu Baku

Ket

id/
Staf INESURR Sekban Kelengkapan Waktu Output
Kasubbag
Menyusun konsep surat /nota dinas - - Peraturan Per UU 15 menit
permohonan penyediaan ruang makan i - Komputer Konsep surat
dan snack L_ -ATK
mengoreksi, membubuhkan paraf 20 menit
g - Peraturan ;
koordinasi dan meneruskan untuk ] Perundang-undangan Konsep Surat penyediaan
disetujui Sekretaris Badan f . Tata Naskah Dinas ruang makan
Memeriksa, menyetujui dan - Feraturan 20 menit
menandatangani ??;L:Qd;;‘g';:;d;:gin Konsep Surat penyediaan
- Stempel Koordinasi ruang makan dan snack
Mengisi penomoran dalam buku Agenda - Feraturan 10 Menit
arsip dan penyiapan ruang makan dan Perundang-undangan Surat yang telah
snack : - Tata Naskah Dinas ditandatangani
Persiapan dan penyediaan ruang makan | ;Dmg‘"d” 4 30 Menit
dan snack ' ?L::;ga::gl;:?m ::r?an Tersedianya ruang
‘ My makan dan snack
Selesai - Peraturan 30 Menit

Perundang-undangan
- ruang makan dan
snack




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH

Nomor SOP e /00276 /RBesoMD /1 [ 2010
| Tgl Pembuatan 04 Januari 2017
 Tgl Revisi 2¢_JoMuau 2019
Tgl Efekti % Joawoer 109

Disahkan Oleh

Plt. Kepala Badan Pengembgpagan Sumber Daya Manusia
Daerah Provinsi m

NIP. 196207201983031005

Sekretaris / Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Nama SOP Penyediaan Ruang Rapat

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri

dan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional

Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional

Prosedur Administrasi Pemerintahan;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas

dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera

Selatan

1.Menguasai Microsoft Office
2.Menguasai Tata Naskah Dinas
3.Menguasai perlengkapan ruang rapat

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1. Penyusunan Surat Keputusan Penyelenggaraan Diklat
2. Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Diklat
3. Penyediaan perlengkapan ruang rapat

1.Buku Agenda
2.Lembar Disposisi
3.Komputer
4.Ruang rapat

Peringatan

1. Jika prosedur tidak dilakukan, Ruang Rapat Tidak dapat disediakan.

2. Jika terjadi gangguan terhadap infrastruktur dalam hal ini komputer, maka tidak dapat
dilaksanakan sesuai dengan waktu pada SOP.

Pencatatan dan Pendataan :
Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy dengan rapi dan aman




Unit Pelaksana Mutu Baku Ket
Uraian Prosedur —
Staf o Sekban Kelengkapan Waktu Output
Kasubag
Menyusun konsep surat / nota dinas 15 menit

permohonan penyediaan ruang rapat

- Komputer
- ATK
-LCD

Konsep surat

mengoreksi, membubuhkan paraf koordinasi 20 menit )
dan meneruskan untuk disetujui Kepala - Tata Naskah Dinas Konsep Surat penyediaan
Bagian Tata Usaha ruang rapat
Memeriksa, menyetujui dan menandatangani ; . 20 menit .
: S a - Tata Naskah Dinas I Konsep Surat penyediaan
- Stempel Koordinasi ruang rapat
Mengisi penomoran dalam buku Agenda 10 Menit
arsip dan penyediaan ruang rapat - Tata Naskah Dinas Surat yang telah
ditandatangani
Persiapan dan penyediaan ruang rapat - ruang rapat 30 Menit
Tersedianya ruang rapat
Selesai 30 Menit

- ruang rapat




Nomor SOP &/ 00213/ Besomo /1 / 2019
| Tgl Pembuatan 04 Januari 2017
| Tgl Revisi 28 danuod 209
 Tgl Efektif % Joavor) 2019
Disahkan Oleh Plt. Kepala Badan Pengembari@amSumber Daya Manusia
Daerah Provins' a Selatan,
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN i
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH Drs. SYAHRAW] HANAN, M.Pd
PEMBINA TINGKAT |
NIP. 196207201983031005
Sekretaris / Kasubbag Umum dan Kepegawaian Nama SOP Penyediaan Perlengkapan Sound system

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan | 1. Pendidikan Minimal SLTA
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 2. Menguasai Microsoft Office
2. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri | 3. Menguasai Tata Naskah Dinas
Sipil; 4. Menguasai Penyediaan sound system
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen Dalam
Negeri dan Pemerintahan Daerah,;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar
Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
7. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Uraian
Tugas dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Provinsi Sumatera Selatan
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Penyusunan Surat Keputusan Penyelenggaraan Diklat 1. Buku Agenda
2. Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Diklat 2. Lembar Disposisi
3. Penyediaan sound system; 3. Komputer
4. Sound system

Peringatan

1. Jika prosedur tidak dilakukan,
disediakan.

2. Jika terjadi gangguan terhadap infrastruktur dalam hal ini komputer, maka tidak
dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu pada SOP.

perlengkapan sound system Tidak dapat

Pencatatan dan Pendataan :

Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy dengan rapi dan aman




Unit Pelaksana Mutu Baku Ket
Uraian Prosedur
STAF oo Sekban Kelengkapan Waktu Output
Umum
Menyusun konsep surat/nota dinas S - Peraturan Per UU 15 menit |Konsep surat
permohonan penyediaan perlengkapan - Komputer
sound system _ATK
. — -
mengoreksi, membubuhkan paraf - Peraturan Perundang- 20 menit |- Konsep Surat
koordinasi dan meneruskan untuk undangan penyediaan sound system

disetujui Sekretaris Badan

- Tata Naskah Dinas

Memeriksa, menyetujui dan
menandatangani

| Peraturan Perundang-
undangan

- Tata Naskah Dinas

- Stempel Koordinasi

20 menit

- Konsep Surat
penyediaan sound system

Mengisi penomoran dalam buku Agenda
arsip dan penyediaan sound system

- Peraturan Perundang-
undangan
- Tata Naskah Dinas

10 Menit

- Surat yang telah
ditandatangani

Mempersiapkan dan penyediaan sound - Peraturan Perundang- 30 Menit |- Tersedianya sound
system undangan system

- Penyediaan sound system
Selesai - Peraturan Perundang-§ 30 Menit |-

undangan




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH

Nomor SOP @ /0021 /BesOoMD /| / 209
| Tgl Pembuatan 4 Januari 2017
Tgl Revisi 28 daawel 2019

 Tgl Pengesahan 2 daor 09

Disahkan Oleh Plt. Kepala Badan Pengembangan

Provinsi Sumat

rRper Daya Manusia Daerah

NIP. 196207201983031005

Nama SOP Pemeliharaan Gedung

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri
Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen Dalam
Negeri dan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar
Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Uraian
Tugas dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Provinsi Sumatera Selatan

2,

3.

1.Menguasai Microsoft Office
2.Menguasai Tata Naskah Dinas
3.Menguasai Pemeliharaan Gedung

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1. Penyusunan Surat Keputusan Penyelenggaraan Diklat
2. Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Diklat
3. Pemeliharaan Gedung;

1.Buku Agenda
2.Lembar Disposisi
3.Komputer
4.Pemeliharaan Gedung

Peringatan

1. Jika prosedur tidak dilakukan, pemeliharaan gedung Tidak dapat disediakan.
2. Jika terjadi gangguan terhadap infrastruktur dalam hal ini komputer, maka tidak
dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu pada SOP.

Pencatatan dan Pendataan :
Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy dengan rapi dan aman




Unit Pelaksana Mutu Baku Ket
Uraian Prosedur -
Staf g Sekban Kelengkapan Waktu Output
Kasubag
Menyusun konsep surat/nota dinas - Peraturan Per UU 15 menit |Konsep surat

permohonan pemeliharaan gedung - Komputer

- ATK

-LCD
mengoreksi, membubuhkan paraf - Peraturan Perundang- 20 menit |[Konsep Surat
koordinasi dan meneruskan untuk undangan pemeliharaan gedung

disetujui Sekretaris badan

- Tata Naskah Dinas

Memeriksa, menyetujui dan
menandatangani

- Peraturan Perundang-
undangan

- Tata Naskah Dinas

- Stempel Koordinasi

20 menit

Konsep Surat
pemeliharaan gedung

Mengisi penomoran dalam buku Agenda
arsip dan pemeliharaan gedung

- Peraturan Perundang-
undangan
- Tata Naskah Dinas

10 Menit

Surat yang telah
ditandatangani

Persiapan dan pemeliharaan gedung

- Peraturan Perundang-
undangan
- Pemeliharaan gedung

Selesai

30 Menit

Tersedianya pemeliharaan
gedung

- Peraturan Perundang-
undangan
- Pemeliharaan gedung

30 Menit




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH

Nomor SOP c /00236 / %esonp / 1/ 209
| Tgl Pembuatan 4 Januari 2017

 Tgl Revisi 28 Januael 109

| Tgl efektif L1 daauor 109

Disahkan Oleh Plt. Kepala Badan Peng

Manusia Daerah Prg

Drs. SYAHRAWI HANAN, M.Pd

PEMBINA TINGKAT |
NIP. 196207201983031005

Sekretaris / Kasubbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

Nama SOP Penyusunan Rencana Strategis

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1.

Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

1. Pendidikan minimal Strata 1

2. Memiliki pemahaman tentang cara penyusunan Renstra
3. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana
4

2. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai

Negeri Sipil; Mengetahui tugas pokok dan fungsi masing-masing pelaksana
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang

Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan

Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan

RPJPD, RPJMD dan RKPD;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi

Sumatera Selatan;
6. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang

Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
SOP Penyusunan Laporan Kinerja 1. RPJMD, RKPD, RENJA, PK, dan RKT
SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja 2. Komputer

3.ATK

Peringatan
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan akan menghambat kinerja OPD

Pencatatan dan Pendataan
Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy dengan rapi dan aman

@ Sumber Daya
NSi-SH efa Selatan,




Memerintahkan Sekretaris untuk

1 (_|__)_ Memo / Disposisi
menyusun renstra
—
Memerintahkan Kasubbag Perencanaan Formulir draft
2 |Evaluasi dan Pelaporan menyiapkan Renstra 10 Menit Disposisi
format draft Renstra .
3 Membagl_kan format draft Renstra ke Formulir draft 5 Hari Rekap draft Renstra
Kepala Bidang Renstra
4 Mengisi format draft Renstra dan
menyampaikan kembali
Merekap format draft Renstra dari Kepala
5 |Bidang dan menyampaikannya ke
Sekretaris
6 |Meneliti dan menyetujui rekap Renstra <>— Tak Draft Renstra 2 Jam Disposisi
ya ida
7 Menyampaikan draft Renstra kepada
Kepala Badan
b 4
8 |Meneliti dan menyetujui untuk dirapatkan _ Draft Renstra 2 Jam Draft Renstra
- tidak
9 |Rapat penyusunan Renstra Draft Renstra 3 Hari Draft Renstra
Memperbaiki draft Renstra sesuai dengan : Draft Renstra hasil
10 hasil rapat £ Draft Renstra 1 hari ikl
i ya Draft Renstra hasil -
11 [Mengoreksi dan memaraf v — P 3 hari Renstra
12 Menyetujui dan menandatangi Draft - — i Renstra Final

Renstra




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH

Nomor SOP C/ 0o2%0 / BSowmD / 1/ 209
| Tgl Pembuatan 4 Januari 2017

| Tgl Revisi W doauatt o9

Tgl efektif 4 Janwoen  1o19

Disahkan Oleh

Sumber Daya
yra Selatan,

Plt. Kepala Badan Pengembang
Manusia Daerah Provins

Drs. SYAHRAV -
PEMBINA TINGKAT |
NIP. 196207201983031005

Sekretaris / Kasubbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

Nama SOP

Penyusunan Rencana Kerja (Renja)

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan | 1. Pendidikan minimal Strata 1
Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil; 2. Memiliki pemahaman tentang cara penyusunan Renja
2. Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan | 3. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 4. Mengetahui tugas pokok dan fungsi masing-masing pelaksana
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan
Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan
RPJPD, RPJMD dan RKPD;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Sumatera Selatan;
6. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang
Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
SOP Penyusunan Rencana Strategis 1. RPJMD, RKPD, RENJA, PK, RKT, dan Renstra
SOP Penyusunan Laporan Kinerja 2. Komputer
SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja 3. ATK

Peringatan
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan akan menghambat kinerja OPD

Pencatatan dan Pendataan
Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy dengan rapi dan aman




Menugaskan Kasubbag Perencanaan
Evaluasi dan Pelaporan untuk menyusun
draf RENJA

Memo / Disposisi

Disposisi Sekban

Membuat format isian dan menugaskan

staf untuk menyampaikan ke sekretariat Memo / Disposisi 1 Hari Format Isian Format dari BAPPEDA
dan bidang

Meminta data yang diperlukan kepada <4

Bidang dan Sekretariat dan | ; . Format yang sudah diisi
menyerahkan ke Kasubbag Perencanaan I__—I i i Liin oleh Bidang dan Sekretariat
evaluasi dan pelaporan

Mengolah data dan menyusun Draft I——LI Rekapitulasi Data

RENJA sebagai bahan Rapat teknis Data 1 Minggu | Dari Bidang dan Sebagai bahan Ratek
OPD Sekretariat

Mendapatkan hasil rapat teknis sebagai | I ; ; ; Berita Acara

bahan RENJA hasil rapat teknis 3 Hari rapdt taknis

Menyempurnakan rancangan renja

sesuai dengan masukan hasil ratek dan Draf RENJA 1 Hari Draf RENJA

menyampaikan ke sekretaris

Meneliti dan menyetujui draft renja dan ]i | Draf RENJA 4 Hart Draf RENJA Draf RENJA yang sudah
menyampaikan ke Kepala Badan diparaf Sekban
Meneliti dan Menandatangani Draf Draf RENJA 1 st RENJA RENJA yang sudah

RENJA

ditandatangani Kaban




Nomor SOP c/ ooZ® [ Besomp/ | /209
| Tgl Pembuatan 4 Januari 2017
| Tgl Revisi 2% Joauael 20\9
' Tgl efektif 2 Jonvpel 20\9
Disahkan Oleh Plit. Kepala Badan Pengephangan Sumber Daya
Manusia Daerah Prov atera Selatan,
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ‘F“
MANUSIA DAERAH Drs. SYAHRAWFAANAN, M.Pd
PEMBINA TINGKAT |
NIP. 196207201983031005
Sekretaris / Kasubbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Nama SOP Penyusunan Laporan Kinerja

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan | 1. Pendidikan minimal Strata 1
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 2. Memiliki pemahaman tentang cara penyusunan Laporan Kinerja
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang | 3. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana
Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan | 4. Mengetahui tugas pokok dan fungsi masing-masing pelaksana
Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Sumatera Selatan;
5. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang
Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
SOP Penyusunan Rencana Strategis 1. RPJMD, RKPD, RENJA, Renstra, PK, dan RKT
SOP Penyusunan Rencana Kerja (renja) 2. Komputer
SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja 3.ATK

Peringatan
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan akan menghambat kinerja OPD

Pencatatan dan Pendataan
Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy dengan rapi dan aman




Menugaskan Kasubbag Program untuk
menyusun draf Laporan Kinerja

Memo / Disposisi

Disposisi Sekban

Membuat format untuk diisi oleh
Sekretariat dan Bidang-bidang sebagai

Sesuai Permen PAN &

materi/bahan Laporan Kinerja dan Memo / Disposisi 1 hari Format Isian Reformasi Birokrasi
menugaskan staf menyampaikan kepada No.29 Tahun 2010
secretariat dan Bidang-bidang
Menyampaikan format isian Laporan 3
Kinerja kepada sekretariat dan bidang- ; ;
2 hari
bidang untuk diisi dan menyerahkan |—-:l Forstislan o Bt
kepada Kasubbag program
Mengolah data dan informasi yang
diterima kemudian menyusun draf '__Ll Data 1 Minggu Draf Laporan Berkonsultasi dengan
Laporan Kinerja dan meneruskannya ke 1 Kinerja Kaban dan Sekban
Sekban \
X
= o T
Meaneiiti deaf Lapocan Kinerja:dan \ Draf Laporan Kinerja| 1 Hari D .Lap‘oran Sudah diparaf Sekban
meneruskan ke Kaban, Kinerja
Y]

Meneliti d i i draf Laporan Kinerja

) TR RS R Draf Laporan Kinerja| 1 Hari Instansi

tersebut

Pemerintah




Nomor SOP C/ 00282 / Besom0 /1 / 209

| Tgl Pembuatan 4 Januari 2017

| Tgl Revisi 26 Jaquvaw 20\9
Tyl efektif 2| Aanvay 109
Disahkan Oleh Plit. Kepala Badan Pengepmrangan Sumber Daya

Manusia Daerah Provtera Selatan
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH Drs. SYAHRAJVI HANAN, M.Pd
NIP. 196207201983031005
Sekretaris / Kasubbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Nama SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan | 1. Pendidikan minimal Strata 1
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 2. Memiliki pemahaman tentang Tupoksi BPSDMD
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang | 3. Memiliki pemahaman tentang cara penyusunan Perjanjian Kinerja
Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan | 4. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana
Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; 5. Mengetahui tugas pokok dan fungsi masing-masing pelaksana
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Sumatera Selatan;
5. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang
Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
SOP Penyusunan Rencana Strategis 1. Dokumen Renstra
SOP Penyusunan Rencana Kerja (renja) 2. Dokumen Renja
SOP Penyusunan Laporan Kinerja 3. Dokumen IKU
4. Komputer/laptop
5. ATK dan dokumen pendukung lainnya

Peringatan
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan akan menghambat kinerja OPD

Pencatatan dan Pendataan
Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy dengan rapi dan aman




Menugaskan Kasubbag Program untuk
menyusun Perjanjian Kinerja Eselon Il

Memo / Disposisi

Disposisi Sekban

Menyusun Draf Perjanjian Kinerja dan

J 1.

Draf Perjanjian

iR R Sk Memo / Disposisi 2 hari Kinerja Konsultasi dengan Sekban
Meneliti draf Perjanjian Kinerja dan Draf Perjanjian Draf Perjanjian

vy 1 Hari Gt Sudah diparaf Sekban
meneruskan ke Kaban, Kinerja Kinerja
Meneliti dan menandatangani draf Draf Perjanjian 1 Hari |Peranjian Kinetja Perjanjian Kinerja sudah

tersebut

Kinerja

ditandatangani Kaban




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH

Nomor SOP C/ 00283/ BesomD / 1 / 2p19
| Tgl Pembuatan 4 Januari 2017

| Tgl Revisi 28 danuoel 209

| Tgl efektif 5 danuam 2019

Disahkan Oleh Plt. Kepala Badan Pengembs

Selatan,

PEMBINA TINGKAT |
NIP. 196207201983031005

Sekretaris / Kasubbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

Nama SOP

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang

Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi

Sumatera Selatan;

5. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang
Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Pendidikan minimal Strata 1

Memiliki pemahaman tentang Tupoksi BPSDMD

Memiliki pemahaman tentang cara penyusunan LPPD
Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana

Mengetahui tugas pokok dan fungsi masing-masing pelaksana

RN

Keterkaitan

SOP Penyusunan Rencana Strategis
SOP Penyusunan Rencana Kerja (renja)
SOP Penyusunan Laporan Kinerja

Peralatan/Perlengkapan

1. Dokumen Renstra, Renja dan Form LPPD

2. Laporan realisasi keuangan dan Kinerja

3. Komputer/laptop dan dokumen pendukung lainnya

Peringatan
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan akan menghambat kinerja OPD

Pencatatan dan Pendataan
Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy dengan rapi dan aman

umber Daya Manusia

Penyusunan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)




Menugaskan Kasubbag Program untuk
menyusun draf LPPD

Memo / Disposisi

Kasubbag Program
bekerjasama dengan
Kasubbag Umum dan

Kepegawaian serta
Kasubbag Keuangan

Menugaskan staf untuk meminta data ke

bidang dan sekretariat Memo / Disposisi 1 hari Format Isian Format dar Pemda
Meminta data yang diperilukan dalam
penyusunan draft Penyusunan LPPD r_" . ;
sesuai format isian kepada Bidang dan 1 | A HHER s
sekretariat
Mengolah data dan menyusun draf LPPD : Berkonsultasi dengan Kaban
dan meneruskan ke Sekban Data 1 Minggu Draf LPPD dan Sekban
dj
s -
r:;:r':" Genr LPFEyE rompertkan ke Draf LPPD 1 Hari Draf LPPD Sudah diparaf Sekban
e : N
Meneliti draf LPPD dan menandatangani Cb Draf LPPD 1 Hari LPPD

draf LPPD




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH

Nomor SOP c 008y /Dpsomp/ T /2009
' Tgl Pembuatan 4 Januari 2017
| Tgl Revisi 28 panvan 2209
 Tgl efektif D pAanved 109

Disahkan Oleh

Plt. Kepala Badan Penges

Manusia Daerah Proyv, datera Selatan,

Drs. SYAHRA! HANAN, M.Pd
PEMBINA TINGKAT |
NIP. 196207201983031005

Sekretaris / Kasubbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

Nama SOP Penyusunan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ)

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang | 1. Pendidikan minimal Strata 1
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 2. Memiliki pemahaman tentang Tupoksi BPSDMD
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang | 3. Memiliki pemahaman tentang cara penyusunan LKPJ
Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan | 4. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana
Daerah; 5. Mengetahui tugas pokok dan fungsi masing-masing pelaksana
3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Sumatera Selatan;
4. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang
Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

SOP Penyusunan Rencana Strategis
SOP Penyusunan Rencana Kerja (renja)
SOP Penyusunan Laporan Kinerja

1. Dokumen Renstra, Renja dan Form LKPJ
2. Laporan realisasi keuangan dan Kinerja
3. Komputer/laptop dan dokumen pendukung lainnya

Peringatan
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan akan menghambat kinerja OPD

Pencatatan dan Pendataan
Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy dengan rapi dan aman

gan Sumber Daya




Menugaskan Kasubbag Program untuk
menyusun Draf Bahan LKPJ Gubernur

Memo / Disposisi

Disposisi Sekban kepada
kasubbag Program
bekerjasama dengan
Kasubbag Umum dan
Kepegawaian dan Kasubbag
Keuangan

Membuat format isian untuk disampaikan
ke Bidang dan Sekretariat dan

Format isian menyangkut

y Memo / Disposisi 1 hari Format Isian laporan fisik, keuangan,
menugaskan staf untuk menyampaikan kepegawaian dan aset
ke sekretariat dan bidang P
Menyampaikan  format isian ke
Sekretariat dan Bidang, apabila sudah — . :
diisi staf menyerahkan kepada kasubbag L_-] Format lsian 2 har D
Perencanaan dan Kerjasama
Mengolah data dan menyusun draf \ ;
bahan LKPJ Gubernur dan meneruskan I_:I Data 1 Minggu DF:ijbzhan Berkonsn;ltasgdz:gan el

1 LK ubernur an Sekban
ke Sekban [y] vy
v
Meneliti draf bahan LKPJ Gubernur dan \ Draf bahan LKPJ 1 Hari Draf bahan Sudil divaiat Sekban
meneruskan ke Kaban Gubernur LKPJ Gubernur P
meneliti draf bahan LKPJ Gubernur dan Draf bahan LKPJ 1 Hari Bahan LKPJ | Bahan LKPJ Gubernur yang
menandatangani Gubernur Gubernur sudah ditandatangani Kaban




Nomor SOP Cfoo28s /rpsponan /il 2079

| Tgl Pembuatan 4 Januari 2017 ]
 Tgl Revisi ol Ll
| Tgl efektif 2\ Ppwoatli 2eig
Disahkan Oleh Pit. Kepala Badan Pengem#argan Sumber Daya
Manusia Daerah Provi tera Selatan,

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

MANUSIA DAERAH Drs. SYAHR
PEMBINA TINGKAT |
NIP. 196207201983031005
Sekretaris / Kasubbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Nama SOP Penyusunan Laporan Fisik dan Keuangan

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan | 1. Pendidikan minimal Strata 1

Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil; 2. Memiliki pemahaman tentang cara penyusunan Laporan Fisik dan Keuangan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman | 3. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 4. Mengetahui tugas pokok dan fungsi masing-masing pelaksana
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang

Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan

Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah:
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi

Sumatera Selatan:
5. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang

Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
SOP Penyusunan Rencana Strategis 1. Dokumen RPJMD, Renstra dan Renja
SOP Penyusunan Rencana Kerja (renja) 2. Komputer/laptop
SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja 3. ATK dan dokumen pendukung lainnya
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan akan menghambat kinerja OPD Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy dengan rapi dan aman




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH

Nomor SOP c /00236/ BWOMD (T /013
| Tgl Pembuatan 4 Januari 2017

Tgl Revisi 23 gAmuat 2019
| Tgl efektif 31 pBvuany 2ol9

Disahkan Oleh

PEMBIN
NIP. 196207201983031005

Sekretaris / Kasubbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

Nama SOP

Komite Penjaminan Mutu Diklat

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman | 1. Pendidikan minimal Strata 1
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 2. Memiliki pemahaman tentang Tupoksi BPSDMD Prov. Sumsel
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang | 3. Memiliki pemahaman tentang cara penjaminan mutu diklat
Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan | 4. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana
Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; 5. Mengetahui tugas pokok dan fungsi masing-masing pelaksana
3. Peraturan Kepala LAN Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman
Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah:
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Sumatera Selatan;
5. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang
Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
SOP Evaluasi Penyelenggara Diklat 1. Kuesioner/lembar Evaluasi
SOP Evaluasi Tenaga Pengajar 2. Komputer
SOP Evaluasi Materi Diklat 3. ATK

Peringatan
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan akan menghambat kinerja OPD

Pencatatan dan Pendataan
Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy dengan rapi dan aman




Unit Pelaksana Mutu Baku
Uraian Prosedur ) bidang Ket
it Penyelenggara s Kelengkapan Waktu Output
Penjamin Mutu y . 99 Badan URER P
diklat
Mengumpulkan informasi awal D Dokumen aturan | 15 menit Arahan
Memeriksa hasil audit sebelumnya — laporan sebelumnya | 60 menit |  dokumen
1
SorEhGatrencanY kerja Uk iap Konsep kegiatan 30 menit dokumen
penyelenggaraan diklat
Mempersiapkan instrumen audit ‘ -+ instrumen 15 menit instrumen
Menyampaikan penjelasan kepada bidang
penyelenggara tentang audit i’ outline kegiatan 30 menit pedoman
penyelenggaraan diklat i
Melakukan audit dengan menggunakan - istrieTet 120 menit laporan
instrumen ,
Mendokumentasikan hasil audit — laporan 60 menit laporan
|

Menyampaikan laporan audit * laporan 15 menit laporan




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH

Nomor SOP 0 (o028% (AN D/ /2019)

| Tgl Pembuatan 4 Januari 2017
| Tgl Revisi 2 & Janwasy 2219
| Tgl efektif 2 L YannaTi 20149
Disahkan Oleh Pit. Kepala Badan Peng an Sumber Daya

NIP. 196207201983031005

Sekretaris / Kasubbag Keuangan

Nama SOP Pengajuan SPP/SPM Uang Persediaan

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat |

1.

Pendidikan Minimal D3 Ekonomi/Akuntansi.

Sumatera Selatan; 2. Mengetahui Prosedur dan mekanisme system administrasi keuangan
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; Negara.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang| 3. Mampu melaksanakan pengkoordinasian pengajuan SPP/SPM-UP
Perbendaharaan Negara; 4. Mempunyai pengetahuan tentang pengajuan SPP/SPM-UP.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang | 5. Mengetahui dan dapat mengimplementasikan mekanisme Pengajuan
Pengelolaan Keuangan Daerah; SPM/SPP — UP secara akuntable.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2016 tentang Pedoman | 6. Menguasai Microsoft Office.
Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
7. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Uraian
Tugas dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Provinsi Sumatera Selatan.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
SOP Pengajuan SPP-SPM-TUP, SOP Pengajuan SPP-SPM-LS Gaji Induk, SOP 1. Komputer
Pengajuan SPP-SPM-LS Kekurangan Gaji, SOP Pengajuan SPP-SPM-LS Gaji 2. ATK
Susulan, SOP Pengajuan SPP- SPM-LS Uang Lembur, SOP Pengajuan SPP-SPM | 3. Buku Kas Umum, Buku Bank
LS Uang Makan ,SOP Pengajuan SPP- SPM-LS Daya dan Jasa, SOP 4. Simda APBD
Pembayaran SPPD Dengan Uang Persediaan 5. Dokumen Tagihan

Peringatan
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan akan menghambat kinerja OPD

Pencatatan dan Pendataan
Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy dengan rapi dan aman




Unit Pelaksana Mutu Baku
Uraian Prosedur o P:nguéi:;l’ Raas Ket
naanara an em
Pengeliarai Kaban MKasotbeg P —— BPKAD Bank Kelengkapan Waktu Output
Keuangan)
1 mulai . ;
2 persiapan/meneliti dana dalam
DPA
2 Membuat rencana/rincian DIPA, SK-
besaran UP KPA,DLL
4 Memeriksa,menyetujui Rencana Rincian besaran | 10 hari |Rincian besaran
uP uP TUP
5 Menyusun SPP UP Rencana UP 5 menit |[Rencana TUP
6 Menandatangani SPP UP v Draft SPP UP 5 menit |Draft SPP TUP
i
7 Menguji SPP UP SPP UP telah 5 menit |[SPP TUP
ditandatangani telahditanda-
tangani
8 Mengusulkan SPM UP ke : i SPP UP yang| 5 menit |[SPM TUP
" telah diuji
9 Menguji SPM UP SPM UP 5 menit |SPM TUP telah
‘E%E diuji
10 |Menandatangani SPM UP SPM UP yang 30 detik |]SPM TUP telah
telah diuji diuji
11 |Penyusunan berkas pengajuan SPM UP telah 5 menit |SPM TUP telah

SPP/SPM UP

ditandatangi

ditandatangani




Unit Pelaksana Mutu Baku
Uraian Prosedur gl Pzngujsipsh:'P B i Ket
ahara an em
Pengeluaran Kaban (Kasubbag Savcishars BPKAD Bank Kelengkapan Waktu Output
Keuangan)

12 |Menyerahkan kepada pembantu SPP/SPM UP 5 menit [SPP/SPM TUP
bendahara pengeluaran

13 |Mengirim dan Mengecek . SPP/SPM UP 30 menit|SPP/SPM TUP
SPP/SPM UP

14 |Menerbitkan SP2D SPP/SPM UP 60 menit|SPP/SPM TUP

15 |Mengambil SP2D SP2D 10 menit| SPP/SPM- Gaji

Induk

16 |Menyerahkan SP2D ke SP2D 5 menit |[SPP/SPM- Gaji
Bendahara Pengeluaran Induk

17 |Membukukan dan SP2D 10 menit|SP2D
Menggandakan SP2D ke BKU S
dan Buku Pembantu SP2D

18 |Menyerahkan fotocopy ke SP2D 1 menit |[SP2D
Pembuat laporan SAIl

19 |Mengcroscek kesesuaian dana ‘ Komunikator 5 menit |Fotocopy SP2D
UP dengan nominal pada SPM _ﬁm
UP di rekening BANK

20 |Mengisi cek Chek 5 menit |Kesesuaian dana

TUP

21 |Menandatangani isian cek Chek 5 menit |Chek yang telah
bendahara sah

22 |Mengambil, menghitung, Daftar 30 menit|Uang
menyimpan uang dari BANK penghitungan

23 |Membukukan pengambilan uang Buku BKU dan| 1 menit |Uang
di BKU dan BKU pembantu Buku Pembantu
BANK bank,bolpoint

24

selesai




Nomor SOP p/0co28t / ersomo /| /109
| Tgl Pembuatan 4 Januari 2017
Tgl Revisi 2% Jonuwaer 1019
| Tgl efektif 21 Jongory 209
Disahkan Oleh Plt. Kepala Badan Penge n Sumber Daya
Manusia Daerah Provi tera Selatan,
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH Drs. SYAHRAW| HANAN, M.Pd
PEMBINA TINGKAT |
NIP. 196207201983031005
Sekretaris / Kasubbag Keuangan Nama SOP Pengajuan SPP/SPM GUP

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat |
Sumatera Selatan;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang
Perbendaharaan Negara;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

7. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Uraian
Tugas dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Provinsi Sumatera Selatan.

Negara.

1. Pendidikan Minimal D3 Ekonomi/Akuntansi.
2. Mengetahui Prosedur dan mekanisme system administrasi keuangan

3. Mampu melaksanakan pengkoordinasian pengajuan SPP/ SPM-GUP

4. Mempunyai pengetahuan tentang pengajuan SPP/ SPM-GUP.

5. Mengetahui dan dapat mengimplementasikan mekanisme Pengajuan
SPP/ SPM-GUP secara akuntable.

6. Menguasai Microsoft Office.

Keterkaitan

SOP Pengajuan SPP-SPM-UP, SOP Pengajuan SPP-SPM-TUP, SOP Pengajuan
SPP-SPM-LS Gaji Induk, SOP Pengajuan SPP-SPM-LS Kekurangan Gaji, SOP
Pengajuan SPP-SPM-LS Gaji Susulan, SOP Pengajuan SPP- SPM-LS Uang
Lembur, SOP Pengajuan SPP-SPM LS Uang Makan ,SOP Pengajuan SPP- SPM-
LS Daya dan Jasa, SOP Pembayaran SPPD Dengan Uang Persediaan

1. Komputer
2. ATK

Peralatan/Perlengkapan

3. Buku Besar Kas dan Dokumen Pendukung lainnya

Peringatan
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan akan menghambat kinerja OPD

Pencatatan dan Pendataan
Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy dengan rapi dan aman




Unit Pelaksana

Mutu Baku

S Bendah esant| aansem | e |0 Pemb Bend Kelengka s
endahara embantu an penandatang emb Bend. elengkapa
R Pengeluaran Hahan bendahara | (kasubbag pesn::'wbit an SPM SR, Bag Pelaporan - n D i o
keuangan) (sekban)
1 |mulai G 1 menit
Menerima dan koreksi semua tagihan - :
G 1
2 lgari pikisk ke-3 N e
Memeriksa, menyetujui atas semua ; ;
2 tagihan dr pihak ke-3 “Q’E}‘ e
mengetik semua kwitansi/bukti 5 .
4 T 1 menit
pengeluaran ﬂ!{ it
5 |Penandatanganan KPA dan Bendahara 1 menit
6 Pembayaran semua tagihan kpd pihak 10 menit
ke-3
Pemungutan pajak atas semua tagihan )
& ke pihak ke-3 UAREER
g [Pembukuan dan penomoran semua 1. Foiit
tanda bukti pembayaran pihak ke-3
9 |Membuat SSP semua Pajak [ 5 menit
10 |Penandatangan SSP semua Pajak @:ﬁé’g 1 menit
11 |Pembayaran semua pajak ke bank 1 jam
Pembukuan semua Pajak atas tagihan ;
12 | 1 menit
pihak ke-3 eni




Unit Pelaksana

Mutu Baku

e Bendah Pembant Pi"“"é'psn: £ gy Pei:b:; Pemb Bend Kelengk s
endahara embantu an penandatang emb Bend. elengkapa
FEI Pengeluaran Kbian bendahara | (kasubbag pesf\:'r“bit an SPM BREAL Bag Pelaporan Baok n Wiy O
keuangan) (sekban)
Pengelompokkan semua  bukti
13 perr_1bayaran be@asarkan Program, 5 it
kegiatan,subkegiatan dan
kualifikasi belanja
Membuat SPTB  berdasarkan
14 |Program, kegiatan,subkegiatan 1 jam
klasifikasi belanja dan MAK |
15 Membuat SPP-GUP minimal 75% dr E’ﬁm B 5 menit
Pagu UP
16 |Persetujuan SPP-GUP 1 jam
17 |Menyusun SPP-GUP mﬁ 30 menit
18 |Penandatanganan SPP-GUP 15 menit
19 |Punguji SPP-GUP ¢ 10 menit
20 |Mengusulkan SPM-GUP BE T HE 5 menit
21 |Penguji SPM-GUP 5 menit
22 |Penandatangan SPM-GUP 30 detik
Pengesetan SPP/SPM-GUP yang telah ’
23 1. 1 jam
disahkan
Pengiriman dan Pengecekan SPP/SPM ;
a* GUP 1 jam
25 |Menerbitkan SP2D 15 menit




Unit Pelaksana

Mutu Baku

i s Bendah Pembant Pi"""iips; " | peiapat Pej:b:; Pemb Bend Kelengk e
endahara embantu an penandatang emb Bend. elengkapa
aall Pengeluaran s bendahara | (kasubbag pe;:;nbit an SPM RERAR Bag Pelaporan Rk n Vi e
keuangan) (sekban)
&

26 |Pengambilan SP2D

engambilan @ﬁg_ﬁ

Menyerahkan ke Bendhara

27
Pengeluaran
Membukukan & menggandakan SP2D i

28 I\ BKU &Buku Pembantu SP2D Snh——
Menyerahkan fotocopy SP2D ke "‘ ;

“ Pembuat Lap.Keu SAI o i
Cros Cek dana GUP di rekening Bank =

30 [apakah sesuai dgn nominal pd SPM- %ﬁ “ 5 menit
GUP

31 Mengisi cek dgn ditandatangani oleh 5 menit
KPA
Pengambilan, Penghitungan, .

32 : : 1 jam
Penyimpanan vang dari Bank )
Membukukan Pengambilan uang di :

33 |BKU & Buku pembantu Bank A

34 |Selesai




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH

Nomor SOP D / 002%9 / ®esomg / [/ 109

| Tgl Pembuatan 4 Januari 2017
| Tgl Revisi 28 Jonuo) 2019
Tal efektif 21 DRl 2619
Disahkan Oleh Plt. Kepala Badan Pengem Sumber Daya
Manusia Daerah ProvinJ Sumalgra Selatan,

PEMBINANINGKAT |
NIP. 196207201983031005

Sekretaris / Kasubbag Keuangan

Nama SOP Pengajuan SPP/SPM Tambahan Uang Persediaan

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat |
Sumatera Selatan;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang
Perbendaharaan Negara;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

7. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Uraian
Tugas dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Provinsi Sumatera Selatan.

1. Pendidikan Minimal D3 Ekonomi/Akuntansi.

2. Mengetahui Prosedur dan mekanisme system administrasi keuangan
Negara.

3. Mampu melaksanakan pengkoordinasian pengajuan SPP/SPM-TUP

4. Mempunyai pengetahuan tentang pengajuan SPP/SPM-TUP.

5. Mengetahui dan dapat mengimplementasikan mekanisme Pengajuan
SPM/SPP -TUP secara akuntable.

6. Menguasai Microsoft Office.

Keterkaitan

SOP Pengajuan SPP-SPM-UP, SOP Pengajuan SPM-GUP, SOP Pengajuan SPP-
SPM-LS Uang Makan, SOP Pengajuan SPP-SPM-LS Gaji Induk, SOP Pengajuan
SPP-SPM-LS Kekurangan Gaiji, SOP Pengajuan SPP-SPM-LS Gaji Susulan, SOP
Pengajuan SPP- SPM-LS Uang Lembur, SOP Pengajuan SPP- SPM-LS Daya dan
Jasa, SOP Pembayaran SPPD Dengan Uang Persediaan

Peralatan/Perlengkapan

1. Komputer

2. ATK

3. Buku Kas umum

4. Simda APBD dan Dokumen Pendukung lainnya

Peringatan
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan akan menghambat kinerja OPD

Pencatatan dan Pendataan
Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy dengan rapi dan aman




Unit Pelaksana Mutu Baku
Ty e Bendah KPA P‘:"Q“jsi:;? Pembant Pemb Bend e
naanara an embantu em en
Wakt Qutput
Pengeluaran (Kaban) (Kasubbag |Bendahara RPRALD Bag. Pelaporan Beak s . ue
Keuangan)
1 |mulai
2 |persiapan
3 |Membuat rencana/rincian besaran TU DIPA, SK-KPADLL
4 |Memeriksa, menyetujui Rencana TU Rincian besaran TU| 10 hari ?S;lan Epsaran
5 |Membuat SPP TU M Rencana TU 5 menit |Rencana TUP
6 |Menandatangani SPP TU @&% Draft SPP TU 5 menit |Draft SPP TUP
SPP TU telah it
7 |Menguji SPP TU hervisiangerd 5 menit telahd|tlanda-
tangani
g e SPP TU yang telah i
8 |Membuat SPM TU B i 5 menit |SPM TUP
4 Bl SPM TUP telah
9 |Menguji SPM TU ,“,y: 5 menit diuji
, ot SPM TU yang _ |sPM TUP telah
10 |Menandatangani SPM TU telah diuj 30 detik diuji
11 Menyusun SPP/SPM TU yang telah ': SPM TU telah 5 it SPM TUP telah
disahkan ditandatangi b ditandatangani
12 Menyerahkan kepada pembantu bendahara SPPISPM TU 5 menit |SPP/SPM TUP
pengeluaran
13 |Mengirim dan Mengecek SPP/SPM TU SPP/SPM TU 30 menit {SPP/SPM TUP




Unit Pelaksana Mutu Baku
A Bendah: KPA PZ“QUjSI::P Pembant Pemb Bend v
ndahara an embantu emb Ben
Bank Output
Pengeluaran (Kaban) (Kasubbag |Bendahara e Bag. Pelaporan an Tlengiape:. | Yk e
Keuangan)
14 |Menerbitkan SP2D SPP/SPM TU 60 menit |SPP/SPM TUP
15 |Mengambil SP2D SP2D D SPP/SPM- Gaji
Induk

Menyerahkan SP2D ke Bendahara .. |SPP/SPM- Gaji
16 Pengeluaran SP2D 5 menit Induk

Membukukan dan Menggandakan SP2D ke i
17 |BKU dan Buku Pembantu SP2D RED 10 mankt 1SF20
18 g:ryarahkan fotocopy ke Pembuat laporan SP2D 1 menit |sP2D

Mengcroscek kesesuaian dana TU dengan - X i ju: ;
19 nominal pada SPM TU di rekening BANK ; ;ﬁgﬁ’ﬁ komunikator 5 menit |Fotocopy SP2D

v .
20 [Nl ook ik - Chek 5 menit [<esesuaian dana
- : 7 o) . IChek yang telah
21 |Menandatangani isian cek bendahara e i ot Chek 5 menit |
22 r:r?gin;ﬂl AngIVhing, Sraciperpis g Daftar penghitungan | 30 menit JUang
; ; Buku BKU dan Buku

Membukukan pengambilan uang di BKU ;

23 dan BKU pembantu BANK Pembantu ‘ 1 menit |Uang
bank,bolpoint

24 |selesai :




Nomor SOP D/ 002490/ Bspmo /\/ 209

| Tgl Pembuatan 4 Januari 2017
| Tgl Revisi 28 Janua® 2019
| Tgl efektif 21 Jonuary 209
Disahkan Oleh Plt. Kepala Badan Penggmbanggn Sumber Daya

Manusia Daera tera Selatan,

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

MANUSIA DAERAH Drs. SYAHRAWI HANAN, M.Pd
PEMBINA
NIP. 196207201983031005
Sekretaris / Kasubbag Keuangan Nama SOP Pengajuan SPP/SPM Langsung (LS) Gaji Induk
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat | | 1. Pendidikan Minimal D3 Ekonomi/Akuntansi.
Sumatera Selatan; 2. Mengetahui Prosedur dan mekanisme system administrasi keuangan
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; Negara.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang| 3. Mampu melaksanakan pengkoordinasian pengajuan SPP/ SPM-LS
Perbendaharaan Negara; Gaji Induk
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang | 4. Mempunyai pengetahuan tentang pengajuan SPP/ SPM-LS Gaji
Pengelolaan Keuangan Daerah; Induk.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2016 tentang Pedoman | 5. Mengetahui dan dapat mengimplementasikan mekanisme Pengajuan
Pengelolaan Keuangan Daerah; SPP/ SPM-LS Gaji Induk secara akuntable.

6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 tahun 2016 tentang | 6. Menguasai Microsoft Office.
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

7. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Uraian
Tugas dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Provinsi Sumatera Selatan

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

SOP Pengajuan SPP-SPM-UP, SOP Pengajuan SPM-GUP, SOP Pengajuan SPP- | 1. Komputer

SPM-LS Uang Makan, SOP Pengajuan SPP-SPM-LS Gaji Induk, SOP Pengajuan | 2. ATK

SPP-SPM-LS Kekurangan Gaji, SOP Pengajuan SPP-SPM-LS Gaji Susulan, SOP | 3. SK Pangkat/Berkala
Pengajuan SPP- SPM-LS Uang Lembur, SOP Pengajuan SPP- SPM-LS Dayadan | 4. Dokumen Pendukung lainnya
Jasa, SOP Pembayaran SPPD Dengan Uang Persediaan

Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan akan menghambat kinerja OPD Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy dengan rapi dan aman




Unit Pelaksana Mutu Baku Ket
Uraian Prosedur Penguji SPP
Bendahara Pembantu Pembuat dan SPM
Pangeiuaran | Bendshara Daftar Gaji (Kasubbag KPA (Kaban)] BPKAD Bank Pegawai iKeiengkapam Waktu Output
Keuangan)
mulai 30 Menit
) @D
Persiapan 30 Menit
2
|
Menginventarisir data 10 menit |data
3 perubahan Gaji Induk dan per_gbahan
kelengkapannya Gaji Induk
Input data dan cetak daftar data 10 menit |daftar Gaiji
4 |Kekurangan Gaji/Perubahan — |perubahan Induk
Gaii [' Kekurangan
J ‘ Gaiji
Penandatanganan daftar dan ' daftar 5menit |daftar  dan|
it Kekurangan endukun
5. pendukung Gaji Induk — — ¢ p g
— i Gaj Gaiji Induk
Menyusun SPP- Gaiji Induk daftar dan S5mentt ISPP-  Gaiji
6 pendukung Induk
) ] "-“ “] Kekurangan
e el Gaji
Pengesahan Penandatanganan| : SPP- 5 menit |SPP- Gaijil
7. |SPP- Gaji Induk * Halurange: Induk
Gaji
Punguji SPP - Gaji Induk t—rt—-——-"F4——F— SPP- 1 menit SPP-  Gaji|
8 S - Kekurangan Induk
’ Gaji di ttd
Mengusulkan SPM- SPP- Gaji B ' SPP- SPM- SPP-
Induk Kekurangan Gaiji Induk
9 Gaji diuji
Penguji SPM- Gaji Induk [__ —— = L sPM- spp-] 30Detik |SPM- SPP-
10 Kekurangan Gaiji Induk
Gaiji
Penandatangan SPM- Gaji Induk SPM- SPP- 30 detk |SPM- Gaji
1 Kekurangan Induk
Gaiji diuji




Unit Pelaksana Mutu Baku Ket
Uraian Prosedur Penguji SPP
Bendahara Pembantu Pembuat dan SPM
Pengsiuaran | Bendshers Daftar Gaji (Kasubbag KPA (Kaban)] BPKAD Bank Pegawal |Kelengkapan] Waktu Output
Keuangan)

Pengesetan SPP/SPM- Gaji Induk — SPM- 15 menit

12 yang telah disahkan s - 0 -5 0 r Ke',(_ur_angan
ﬁ Gaji di ttd

Menyerahkan SPP SPM Gayji SPP/SPM- 15 menit |SPP/SPM-
13 Induk v 1 i set . Kekurangan Gaii Induk

nduk vang telah di sel - Gaiji diset ¥

Pengiriman dan Pengecekan SPP/SPM- 15 menit |SPP/SPM-
14 |SPP/SPM- Gaji Induk ‘ """" ée‘f“fanga“ Gaji Induk

aji

Menerbitkan SP2D _ SPPISPM- | 2 minggu [SPP/SPM-

15 : Kekurangan Gaji Induk
. SP2D it 1S

" Pengambilan SP2D ‘ - _“k-< = 10 menit [SP2D

Membukukan SP2D ke BKU BKU  &Bukul 10 menit {SP2D
17 Pembantu

&Buku Pembantu SP2D Bl
18 Menyerahkan fotocopy SP2D Fotocopi 1 menit |SP2D

ke Pembuat Lap.Keu SAI SP2D

Cros Cek dana Gaji Induk di SPM 5 menit |SP2D
19 lrekening Bank apakah sesuai * i " Kekurangan

A - Gaji

dan nominal nd SPM._Gail : :

Mengisi cek dgn - Chek 5 menit
20 |ditandatangani oleh KPA -l ) T Chek
- Gaji pegawai telah terbayar - Uang 1 menit

Selesai
22




Nomor SOP 0/ 0029/ BSOMD / |/ 2019
| Tgl Pembuatan | 4 Januari 2017
| Tgl Revisi 2% Youaxl 209
| Tgl efektif 2 daaw 2019
Disahkan Oleh Plt. Kepala Badan Penggfmbandan Sumber Daya
Manusia Daer. ] tera S n,
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH Drs. SYAHR
PEMBINA TINGKAT |
NIP. 196207201983031005
Sekretaris / Kasubbag Keuangan Nama SOP Pengajuan SPP/SPM Langsung (LS) Kekurangan Gaiji

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat |

1.

Pendidikan Minimal D3 Ekonomi/Akuntansi.

Sumatera Selatan; 2. Mengetahui Prosedur dan mekanisme system administrasi keuangan

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; Negara.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang| 3. Mampu melaksanakan pengkoordinasian pengajuan SPP/ SPM-LS
Perbendaharaan Negara; Kekurangan Gaji

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang | 4. Mempunyai pengetahuan tentang pengajuan SPP/ SPM-LS
Pengelolaan Keuangan Daerah; Kekurangan Gaji.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2016 tentang Pedoman | 5. Mengetahui dan dapat mengimplementasikan mekanisme Pengajuan
Pengelolaan Keuangan Daerah; SPP/ SPM-LS Kekurangan Gaji secara akuntable.

6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 tahun 2016 tentang | 6. Menguasai Microsoft Office.
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

7. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Uraian
Tugas dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Provinsi Sumatera Selatan

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

SOP Pengajuan SPP-SPM-UP, SOP Pengajuan SPM-GUP, SOP Pengajuan SPP- | 1. Komputer

SPM-LS Uang Makan, SOP Pengajuan SPP-SPM-LS Gaji Induk, SOP Pengajuan | 2. ATK

SPP-SPM-LS Kekurangan Gaji, SOP Pengajuan SPP-SPM-LS Gaji Susulan, SOP
Pengajuan SPP- SPM-LS Uang Lembur, SOP Pengajuan SPP- SPM-LS Daya dan
Jasa, SOP Pembayaran SPPD Dengan Uang Persediaan

3. SK Perubahan Pangkat/Berkala/Kenaikan
4. Dokumen lainnya yang Berkenaan dengan perubahan Gaji
5. Dokumen Pendukung lainnya

Peringatan
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan akan menghambat kinerja OPD

Pencatatan dan Pendataan
Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy dengan rapi dan aman




Unit Pelaksana Mutu Baku Ket
Uraian Prosedur sy Pz"g“g:‘;" W
endahara an elengkap
Pengeluaran (Kasubbag =h Waktu Output
Keuangan)
mulai 30 Menit
d @&
Persiapan | 30 Menit
2 L
Menginventarisir data 10 menit |data
3 [|perubahan Kekurangan Gaji perubahan
dan kelengkapannya Kekurangan
Gaji
Input data dan cetak daftar data 10 menit |daftar
4 |Kekurangan Gaji 3 - perubahan ﬂKekurangan
] Kekurangan Gaji
Menandatanganani daftar dan daftar 5 menit Jdaftar dan
5 |pendukung Kekurangan Gaji ES—— Kekurangan pendukung
- Gaiji Kekurangan
Gaij
Membuat SPP- Kekurangan daftar dan 5 menit |SPP-
6 [Gaii Fpendukung Kekurangan
—I Kekurangan Gaiji
— Gail
Pengesahan Penandatanganan SPP- 5 menit |SPP-
7. |SPP- Kekurangan Gaji Kekurangan Kekurangan
ii Gaiiditid
Punguji SPP - Kekurangan Gaji . e SPP- 1 menit |SPP-
8. Kekurangan Kekurangan
Gaji di ttd Gaji diuji
L
Mengusulkan SPM- SPP- — ) SPP-
Kekurangan Gaji Kekurangan
8 Gaiji diuij
Penguji SPM- Kekurangan Gaji }' SPM- SPP-] 1 menit |SPM-  SPP-
10 —’. Kekurangan Kekurangan
‘ Gaji Gaji
Menandatangani SPM- Gaji SPM- SPP- 30 detk |SPM-
11 |Susulan Kekurangan Kekurangan
| e— I Gaji diuji Gaji di ttd
Mengeset SPP/SPM- Gaji -_ SPM- 15 menit |SPP/SPM-
12 |Susulan yang telah disahkan ‘ i == Kekurangan Kekurangan
\ Gaiji di ttd Gaji diset
Menyerahkan SPP SPM Gaji [ SPP/SPM- 15 menit |SPP/SPM-
13 |Susulan yang telah di set Kekurangan Kekurangan
Gaji diset Gaji




Unit Pelaksana Mutu Baku Ket
TN Bendah Pembantu Pembuat Pflngujsil-"sMPP Kel k
endahara 'emban embua an . elengkap
Pengeluaran| Bendahara | Daftar Gaji | (Kasubbag Katen HPEAD Rk Fagwel an Wkt Ot
Keuangan)
Mengirim dan mengecek SPP/SPM- 15 menit |SPP/SPM-
SPP/SPM- Gaji Susulan : Kekurangan |Kekurangan
aji Gaji
Menerbitkan SP2D " SPP/SPM- 2 minggu |SP2D
15 e . e = e — Kekurangan
i
Membukukan SP2D ke BKU * BKU  &Buku| 10 menit [SP2D
16 |&Buku Pembantu SP2D : Pembantu
| SP2D
Mengcroscek dana Gaji ‘ SPM 5 menit |Hasil Croscek
Susulan di rekening Bank ) o — B f Kekurangan dana
17 apakah sesuai dgn nominal pd * - ”- Gaji kekurangan
SPM- Gaji Susulan * Rekening Gaji
f Bani
Mengisi cek dgn ditandatangani - o == - Chek 5 menit |Chek di ttd
'8 |olen kPA -
19 Gaji pegawai telah terbayar Uang 1 menit |Gaji Pegawai
Selesai
20




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH

Nomor SOP D/00292/ Resp™g / 1/ 209

| Tgl Pembuatan 4 Januari 2017
Tgl Revisi % Jacvort 209
| Tgl efektif % Janvaw 209
Disahkan Oleh Plt. Kepala Badan Pengepatrangan Sumber Daya
Manusia Daerah Proy & atera Selatan,

NIP. 196207201983031005

Sekretaris / Kasubbag Keuangan

Nama SOP Pengajuan SPP/SPM Langsung (LS) Gaiji

Susulan

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat |
Sumatera Selatan;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang
Perbendaharaan Negara;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

7. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Uraian
Tugas dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Provinsi Sumatera Selatan

1. Pendidikan Minimal D3 Ekonomi/Akuntansi.
2. Mengetahui Prosedur dan mekanisme system administrasi keuangan

Negara.

3. Mampu melaksanakan pengkoordinasian pengajuan SPP/ SPM-LS
Gaji Susulan

4. Mempunyai pengetahuan tentang pengajuan SPP/ SPM-LS Gaji
Susulan.

5. Mengetahui dan dapat mengimplementasikan mekanisme Pengajuan
SPP/ SPM-LS Gaji Susulan secara akuntable.
6. Menguasai Micreosoft Office.

Keterkaitan

SOP Pengajuan SPP-SPM-UP, SOP Pengajuan SPM-GUP, SOP Pengajuan SPP-SPM-
TUP, SOP Pengajuan SPP-SPM-LS Gaji Induk, SOP Pengajuan SPP-SPM-LS Kekurangan
Gaji, SOP Pengajuan SPP- SPM-LS Uang Lembur, SOP Pengajuan SPP- SPM-LS Uang
Makan, SOP Pengajuan SPP- SPM-LS Daya dan Jasa, SOP Pembayaran SPPD Dengan
Uang Persediaan

Peralatan/Perlengkapan

1. Komputer

2. ATK

3. SK Perubahan Pangkat/Berkala/Kenaikan
4. Dokumen Pendukung lainnya

Peringatan
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan akan menghambat kinerja OPD

Pencatatan dan Pendataan
Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy dengan rapi dan aman




Unit Pelaksana Mutu Baku
. Penguji
Uraian Prosedur Bendahara SPP dan ot
Pengeluara s vy SPM Kaban BPKAD Bank Pegawai | Kelengkapan| Waktu Output
9 Bendahara | Daftar Gaji - yap P
n (Kasubbag
Keuangan)
mulai 30 Menit
1 &
|
Persiapan 30 Menit
2
Menginventarisir data : 10 menit |data
3 perubahan Gaiji Susulan dan * perubahan
kelengkapannya Gaji Susulan
10 menit |(daftar Gaiji
4 Menginput data dan mencetak Susulan
daftar Gaji Susulan
Menandatangani daftar dan data perubahan| 5 menit |daftar dan
5. pendukung Gaji Susulan P | Gaji Susulan pendukung
- - Gaji Susulan
daftar Gaji| 5 menit |SPP- Gaji
6 ‘ Susulan Susulan
Menyusun SPP- Gaji Susulan
. e daftar dan 5 menit |SPP- Gaji
7 Menandatangani SPP- Gaji pendukung Susulan di #td
Susulan -~
SPP- Gaiji 1 menit |SPP- Gaji
8. Susulan Susulan diuji
menguji SPP - Gaji Susulan
I SPP- Gaji|1 menit |SPM-  SPP-
ﬁ Susulan di ttd Gaiji Susulan
# Mengusulkan SPM-  Gaji -
Susulan
SPP- Gaji SPM-  SPP-
10 < Susulan diuji Gaji Susulan
Menguji SPM- Gaiji Susulan 30 detik  [diuji
; : s SPM- SPP- 30 detk |SPM- Gaji
49 |Menandatangani SPM- Gaji Gaji Susulan Susulan dittd
Susulan diuji
I SPM- Gaji 15 menit |SPP/SPM-
12 Mengeset SPP/SPM- Gaji Susulan dittd Gaji Susulan

Susulan yang telah disahkan




Unit Pelaksana Mutu Baku
Penguji
Uraian Prosedur Bendahara SPP dan Ket
Pengeluara Prmhant | Passbust SPM Kaban BPKAD Bank Pegawai | Kelengkapan| Waktu Output
9 Bendahara | Daftar Gaji gkap. P
n (Kasubbag
Keuangan)
! SPP/SPM- Gaji | 15 menit |SPP/SPM-
Menyerahkan SPP SPM Gaji Susulan Gaji Susulan
13 4
Susulan yang telah di set i '
Mengirim dan mengecek SPP/SPM- Gaji | 15 menit S‘P?/SPM-
1 [Henolindenmeroncsk B | - ] — o b
15 |Menerbitkan SP2D - i
45 |Membukukan SP2D ke BKU * e loun e i
&Buku Pembantu SP2D SP2D _
- Menyerahkan fotocopy SP2D Fotocopi SP2D | 1 menit |SP2D
ke Pembuat Lap.Keu SAl
Mengcroscek dana Gaiji L 5 menit
18  |Susulan di rekening Bank -
apakah sesuai dgn nominal pd
Mengisi cek dgn ditandatangani - — S 1 i A AR W 1 menit
"% |oleh KPA ~ 1
20 |Gaji pegawai telah terbayar -
21 Selesai *




Nomor SOP V / 0029%/ BROMD /1/ 299
| Tgl Pembuatan 4 Januari 2017
| Tgl Revisi 28 Jdauar 209
| Tgl efektif A datuarl 200
Disahkan Oleh Plt. Kepala Badan Pengepmbangan Sumber Daya
Manusia Daerah Pro |® tera Selatan,
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH Drs. SYAHRAJN[HANAN, M.Pd
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 196207201983031005
Sekretaris / Kasubbag Keuangan Nama SOP Pengajuan SPP/SPM Langsung (LS) Barang dan
Jasa

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat |

1. Pendidikan Minimal D3 Ekonomi/Akuntansi.

Sumatera Selatan; 2. Mengetahui Prosedur dan mekanisme system administrasi keuangan

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; Negara.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang| 3. Mampu melaksanakan pengkoordinasian pengajuan SPP/ SPM-LS
Perbendaharaan Negara; Daya dan Jasa

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang | 4. Mempunyai pengetahuan tentang pengajuan SPP/ SPM-LS Daya
Pengelolaan Keuangan Daerah; dan Jasa.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2016 tentang Pedoman | 5. Mengetahui dan dapat mengimplementasikan mekanisme Pengajuan
Pengelolaan Keuangan Daerah; SPP/ SPM-LS Daya dan Jasa secara akuntable.

6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 tahun 2016 tentang | 6. Menguasai Microsoft Office.
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

7. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Uraian
Tugas dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Provinsi Sumatera Selatan.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

SOP Pengajuan SPP- SPM-UP, SOP Pengajuan , SPM-GUP, SOP, Pengajuan SPP-SPM- | 1. Komputer

TUP, SOP Pengajuan SPP-SPM-LS Gaji Induk, SOP Pengajuan SPP-SPM-LS Kekurangan | 2. ATK

Gaji, SOP Pengajuan SPP, SPM-LS Gaji Susulan, SOP Pengajuan SPP- SPM-LS Uang | 3. Berkas Pengajuan Pencairan Barang dan Jasa

Makan, SOP Pengajuan SPP, SPM-LS Uang Lembur, SOP Pengajuan SPP- SPM-LS Daya | 4 Dokumen Pendukung lainnya

dan Jasa,SOP Laporan Keuangan Berdasarkan SAl, SOP Pembayaran SPPD Dengan
Uang Persediaan

Peringatan
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan akan menghambat kinerja OPD

Pencatatan dan Pendataan
Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy dengan rapi dan aman




Unit Pelaksana

Mutu Baku

Penguji SPP

Ket

Uraian Prosedur Pejabat |Bendahara
Pihak | oB PP | Pengeluar| Kaban |Pembantul danSPM | o inp | Bank | Kelengkapan | Waktu | Output
Ketiga TK i Bendahara| (Kasubbag
Keuangan)
1. |mulai
2 |Terima tagihan dari pihak L 1 menit | Tagihan pihak
ketiga/PPTK |- EEE ‘ . 3
3 |meminta persetujuan atas =1 1 Tagihan pihak 3 | 1 menit F’ersetujuan
tagihan dari pihak L | Tagihan pihak
ketiga/PPTK 3
4 |Membuat SPTB/SPP Persetujuan 30 menit | ST 1BIoFF
Barang dan Jasa Tagihan pihak 3 Barang dan
Jasa
5. |Mendatangani SPTB/SPP SPTB/SPP 1 menit SPTB/SPP
Barang dan Jasa Barang dan Jasa Barang dan
Jasa dittd
6. [Menguji SPP Barang danj SPTB/SPP 1 menit | SPP Barang
Jasa A‘ Barang dan Jasa dan Jasa diuji
[ a—— J dittd
7. |Mengusulkan SPM Barang| SPP Barang dan| 1 menit | spym Barang
diusulkan
8. [Menguji SPM Barang dan] l SPM Barang| 1 menit | SPM Barang
Jasa 1 -7 dan Jasa dan Jasa diuji
I diusulkn
9 |Menandatangani SPM| SPM Barang& 1 menit | SPM Barang
Barang dan Jasa Jasa diuji dan Jasa di ttd
10 |Mengeset SPP/SPM SPM Barang 1 menit |SPP/SPM
Barang dan Jasa yang - dan Jasa di ttd Barang dan
telah disahkan Jasa diset




Unit Pelaksana Mutu Baku Ket
s Phak: | hat{Renaehare Pembantu Pi.'l?."é'psu'f -
; PBJ/PP | Pengeluar| Kaban BPKAD | Bank | Kelengkapan | Waktu Output
Ketiga Bendahara| (Kasubbag
TK an
Keuangan)

11 |Mengecek dan mengirim SPP/SPM 30 menit |SPP/SPM
SPP/SPM Barang dan Barang dan Jasa Barang dan
Jasa diset Jasa dichek

dan terkirim

12 |Menerbitkan SP2D B e SPP/SPM 60 menit |SP2D

Barang dan Jasa
dichek dan
13 |Mengambil SP2D J BKU &Buku 10 menit |[SP2D
F# F —== . s e [ Pembantu SP2D

14 |Membukukan SP2D * SP2D 10 menit §SP2D

15 |Menyerahkan fotocopy Rekening bank 1 menit JFotocopi
SP2D ke pembuat laporan SP2D
SAl

16 |Melakukan Cross Chek l 5 menit |Hasil croschek
dengan Bank danaj L p— Sn— E————— T
SPP/SPM LS sudah masuk
kerekening pegawai belum

17 |selesai




Nomor SOP D / o249y / BRGOMD / 1/ 2019
| Tgl Pembuatan 4 'Januari 2017
| Tgl Revisi 4% Januari 2019
| Tal efektif A Jofvol 209
Disahkan Oleh Plt. Kepala Badan Pengem gan Sumber Daya
Manusia Daerah Provinsj ra Selatan,
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH Drs. SYAHRAW_HANAN, M.Pd
PEMBINA TINGKAT |
NIP. 196207201983031005
Sekretaris / Kasubbag Keuangan Nama SOP Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAl

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat |
Sumatera Selatan;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang
Perbendaharaan Negara;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Pendidikan Minimal D3 Ekonomi/Akuntansi.

Mengetahui Prosedur dan mekanisme system administrasi keuangan
Negara.

Mampu melaksanakan pengkoordinasian Laporan Keuangan
Mempunyai pengetahuan tentang Mekanisme Laporan Kuangan.
Mengetahui dan dapat mengimplementasikan mekanisme Laporan
Keuangan secara akuntable

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2016 tentang Pedoman | 6. Menguasai Microsoft Office.
Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
7. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Uraian
Tugas dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Provinsi Sumatera Selatan.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
SOP Pengajuan SPP- SPM-UP, SOP Pengajuan , SPM-GUP, SOP, Pengajuan SPP-SPM- | 1. Komputer
TUP, SOP Pengajuan SPP-SPM-LS Gaji Induk, SOP Pengajuan SPP-SPM-LS Kekurangan | 2. ATK
Gaji, SOP Pengajuan SPP, SPM-LS Gaji Susulan, SOP Pengajuan SPP- SPM-LS Uang 3. Dokumen Penerimaan
Makan, SOP Pengajuan SPP, SPM-LS Uang Lembur, SOP Pengajuan SPP- SPM-LS Daya ;
dan Jasa,SOP, SOP Pembayaran SPPD Dengan Uang Persediaan g 5:: %%iﬂﬁ:;agfnzzzgﬁgugﬂya

Peringatan
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan akan menghambat kinerja OPD

Pencatatan dan Pendataan
Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy dengan rapi dan aman




Unit Pelaksana Mutu Baku Ket
Pejabat
Uraian Prosedur provliavilis Bendahara | Penanggu Pe rr:eriksa
Pengeluara| ngjawab Kaban BPKAD Kelengkapan Waktu Output
Bendahara " SABMN (Kasubbag
Keuangan)
mulai ’
Mengubah saldo ahir tahun lalu Saldo akhir tahun lalu
menjadi saldo awal bulan g — fa- 5 menit Saldo awal bulan
batkehian berkenan
Menerima fotocopy SP2D dari Fotocopi SP2D
bendahara pengeluaran 1 menit |Fotocopi SP2D
Menginput data SP2D * SP2D
1 menit |SP2D
Menggabung data SAl dan Data S SAl+ SABMN
SARMN a 1 menit |SAl+ SABMN
I B
Mencetak hasil SAl+ SABMN
‘-— - - - 15 menit [SAl+ SABMN
Menandatangani SAI - SAl
l_' - 1 menit |SAl di ttd
|
Membuat berita acara 1 menit |Berita acara
rekonsiliasi dan pengantar LPJ *4— = r*"—" T "’- rekonsiliasi dan
Pengantar LPJ
Menandatangani LPJ Berita acara 1 menit |Berita acara
= _'-ﬁF 4-‘ [ rekonsiliasi dan Pengantar LPJ
Pengantar LPJ telah dittd




Unit Pelaksana Mutu Baku Ket
p Peja
Uraian Prosedur Bendahara | Penanggu : t_)at
Pembantu ¥ Pemeriksa
Pengeluara| ngjawab Kaban BPKAD Kelengkapan Waktu Output
Bendahara (Kasubbag
n SABMN
Keuangan)
10 |Mengirim rekonsiliasi ke BPKAD , Rekonsiliasi 30 menit |rekonsiliasi
(dilampiri rekening biro dari bank) T EE—— e e e Rek biro
e e |
11 JHasil Rekonsiliasi [ ‘ Laporan rekonsiliasi | 30 menit | hasil rekonsiliasi
12 |Melaporkan hasil rekonsiliasi | laporan hasil 30 menit Jrekensiliasi
-"“ e ’ rekonsiliasi
13 |Laporan rekonsiliasi ke Kepala Laporan hasil 24 jam |Laporan has|
Badan rekonsiliasi Rekonsiasl
14 [Mengarsipkan 6

Laporan rekonsiliasi 24 jam E’kﬂmen lap.keuangan

berdasar SAl




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH

Nomor SOP £ (00295 / %%yv0 /1 / 2019

| Tgl Pembuatan 4 Januari 2019
 Tgl Revisi 28 JonvoRn 2w
| Tgl efektif 2 Joovo 209
Disahkan Oleh Plt. Kepala Badan Pengemjbeamga

n Sumber Daya
Manusia Daerah Proving :

PEMBINA
NIP. 196207201983031005

Sekretaris / Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Nama SOP Pengelolaan Surat Masuk

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-undang No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Penyidik pegawai
Negeri Sipil;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

7. Peraturan Gubernur Sumsel Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

8. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Uraian
Tugas dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Provinsi Sumatera Selatan.

1. Pendidikan minimal SMA / Sederajat
2. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana
3. Mengetahui tugas pokok dan fungsi masing-masing pelaksana

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
SOP Surat Keluar 1. Buku Agenda

2. Lembar Disposisi

3. ATK
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Jika prosedur tidak dilakukan, Pengelolaan surat masuk tidak dapat dilaksanakan
secara optimal.

Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy dengan rapi dan aman




Pelaksana Mutu Baku
Kegiatan Kasubbag Umum Keterangan
Staf Kaban Kele
dan Kepegawaian Sekban ngkapan Waktu Output
Menerima surat masuk, melampirkan Suirit rmasiik. bkl Surat masuk
lembar disposisi, mengagendakan dan stenda Iemt:aar 10 miaiilt yang sudah Lembar Disposisi diisi No
menyerahkan ke kasubbag umum dan digs osis;i mendapat lembar Surat
kepegawaian P disposisi
. : e * Surat masuk yang I B Lembar Disposisi diisi
TGk e Eispesisl on ‘ sudah mendapat 15 Menit g e araf Kasubbag Umum
menyerahkan ke Sekban ; p 2 disposisi nya P g
lembar disposisi sudal disi dan Kepegawaian
A4 Surat masuk
Menelaah surat masuk, bila prinsip - Surat masuk yang ;?sngo:;?aa:lau Laiba Disoaki disi
menaikan ke kaban, yang bersifat rutin lembar disposisi nya |20 Menit anp M—— Sekl:)an
langsung diproses sudah diisi :\en?elasan shabi
sekban
Surat masuk yang
Memproses langsung atau mendisposisi ﬁ sudah disposisi atau st vania sidahl  Lensbar Dissasistaat
surat kepada yang membidangi dan yang sudah diberi 30 Menit di dis yosigi Kabgn
memberikan ke staf penjelasan oleh P
sekban
Mengagendakan disposisi dan ‘ Surat yang sudah di 5Menit  INo Acenda Dilaksanakan oleh
mengembalikan ke staf umum disposisi 9 Sekretaris Kaban
A 4
Mencatat disposisi ke agenda surat - Surat yang sudah di s ? Tanda terima dari yang
masuk dan mendistribusikannya disposisi ahic ol Lol menerima disposisi




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH

Nomor SOP £ /o0296/ Bxomo/ 1 / 2019
| Tgl Pembuatan 4 Januari 2017
| Tgl Revisi 2% JdonpoRd 2019
| Tg efektif 2| Bdnuoet 209

Disahkan Oleh

Plt. Kepala Badan Pengsmbangan Sumber Daya
Manusia Daerah P .@ atera Selatan,

PEMBINA TINGKAT |
NIP. 196207201983031005

Sekretaris / Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Nama SOP

Pengelolaan Surat Keluar

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-undang No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 1. Pendidikan minimal SMA / Sederajat
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai | 2. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana
Negeri Sipil; 3. memiliki pengetahuan tentang tata naskah dinas
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan | 4. Mengetahuitugas pokok dan fungsi masing-masing pelaksana
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Penyidik pegawai
Negeri Sipil;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
7. Peraturan Gubernur Sumsel Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
8. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Uraian
Tugas dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Provinsi Sumatera Selatan.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
SOP Surat Masuk 1. Buku Agenda
2. Lembar Disposisi
3. ATK
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Jika prosedur tidak dilakukan, Pengelolaan surat keluar tidak dapat dilaksanakan
secara optimal.

Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy dengan rapi dan aman




Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan - Keterangan
Kasubbag/ 3 Pengadmini
Kasubbid staf Kabid Sekban Kaban tienl st caraka Kelengkapan Waktu Output
Mengonsep surat keluar
1 |sesuai dengan kegiatan masing- e disposisi 30 menit [konsep surat
masing
Mengetik konsep surat dan A Gt e s
2 |menyerahkan kembali ke kasub konsep surat 15 Menit P o g
o i sudah diketik
untuk diteliti
A
3 Membaca, meneliti dan memberi - konsep surat yang 20 Menit konsep surat yang
paraf sudah diketik sudah diparaf kasub
- ; A konsep surat yang
Membaca, meneliti dan memberi konsep surat yang ; 2 :
4 i -—_'F st Sinaref kasob 2 jam sudah diparaf kabid
dan sekban
Menandatangani surat dan ) konsep surat yang ;
5 |mengembalikan ke sekban untuk sudah diparaf kabid 2 jam i sgdah -
" tandatangani kaban
diproses dan sekban
Menerima surat yang telah y .
6 |ditandangani kaban dan Surat yang s_udah % 15 Menit Strat yang sydah f
tandatangani kaban tandatangani kaban
meneruskan ke kasub
Menerima surat yang telah “ ; g
S
7 |ditandangani kaban dan urat yang sudahdi |, . |Suratyang sudah di
. tandatangani kaban tandatangani kaban
meneruskan ke bagian umum
memberi nomor surat, v . .
8 |mendokumentasikan dalam buku Surad yang sydah di 15 Menit st yand sydah -
9 ¢ keltisié tandatangani kaban tandatangani kaban
agenda surat kelua ]
9 |Mendistribusikan surat keluar ‘ Surat yang sudahdi 1, .., |7anda Terima TAMNGR G dn]

tandatangani kaban

yang menerima




Nomor SOP £ /t0201 /&rsOmo / 1/ 2009
Tgl Pembuatan 4 Januari 2017
Tgl Revisi 28 Jovvolr 7019
Tgl efektif 2\ JonuoR) 2019
Disahkan Oleh Plt. Kepala Badan Pen an Sumber Daya
Manusia Daerah Pro atera Selatan,
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH Drs. SYAHRAPW HANAN, M.Pd
PEMBINA TINGKAT |
NIP. 196207201983031005
Sekretaris / Kasubbag Umum dan Kepegawaian Nama SOP Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

. Undang-undang No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 1. Pendidikan minimal SMA / Sederajat
. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai | 2. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana
Negeri Sipil; 3. memiliki pengetahuan tentang tata naskah dinas
. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan | 4. Mengetahuitugas pokok dan fungsi masing-masing pelaksana
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Penyidik pegawai
Negeri Sipil;
. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
. Peraturan Gubermnur Sumsel Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Uraian
Tugas dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Provinsi Sumatera Selatan.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Komputer/laptop
2. berkas kepegawaian
3.ATK
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan akan menghambat kinerja OPD

Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy dengan rapi dan aman




Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Keterangan
Kasubbag Umum
dan Kepe A Staf Sekban Kaban Kelengkapan Waktu Output
Memo/Disposisi
1 Menugaskan sisf untuk menyusun Defar 1 hari Memo/Disposisi |Kasubbag Umum dan
Urut Kepangkatan (DUK) )
kepegawaian
|
Memeriksa dan mengumpulkan berkas Berkgs Terteng S5
s ) " ¢ 4 . |Kenaikan
2 |pegawai, bila belum lengkap memintanya Memo/Disposisi 1 Minggu |Berkas Pegawai 5 o
kepada pegawai yang bersangkutan pangrat.mulas, it
dari PNS
Draf yang sudah diparaf
Menyusun draf DUK dan meneruskan ke : ;
3 Kasubbag Umum dan Kepegawalan Berkas Pegawai 1 minggu |Draf DUK Kasubbag'Umum dan
kepegawaian
Meneliti Draf Daftar Urut K kat Draf dah di f
4 eneliti rut Kepangkatan Draf DUK 20 menit |Draf DUK raf yang sudah dipara
dan meneruskan ke Sekban Sekban
Y
5 Meneliti Draf Daftar Urut Kepangkatan Draf DUK 30 Menit |Draf DUK
dan meneruskan ke Kaban
Meneliti Draf Daftar Urut Kepangkatan Y ; DUK yang sudah
8 dan menandatangani DUK - PR el ditandatangani Kaban




Nomor SOP € /06020% / Bvsom) /\ /209

| Tgl Pembuatan 4 Januari 2017

| Tgl Revisi 28 Jatuon 200
Tgl efektif 7 daupry 209
Disahkan Oleh Plt. Kepala Badan Pengembtangan Sumber Daya

Manusia Daerah Pr atera Selatan,
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH Drs. SYAHRXIWI HANAN, M.Pd
PEMBINA TINGKAT |
NIP. 196207201983031005
Sekretaris / Kasubbag Umum dan Kepegawaian Nama SOP Kenaikan Gaji Berkala

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

—_

Undang-undang No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil;

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Peraturan Gaji bagi
Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Penyidik pegawai
Negeri Sipil;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
Peraturan Gubernur Sumsel Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Uraian
Tugas dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Provinsi Sumatera Selatan.

Berkala

1. Pendidikan minimal SMA / Sederajat
. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana
3. Mengetahui Prosedur Penerbitan Surat Keterangan Kenaikan Gaji

4. Mengetahui tugas pokok dan fungsi masing-masing pelaksana

Keterkaitan

3.ATK

Peralatan/Perlengkapan
1. Komputer/laptop
2. Berkas kepegawaian

Peringatan
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan akan menghambat kinerja OPD

Pencatatan dan Pendataan
Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy dengan rapi dan aman




Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Keterangan
PaYNDTAR Shryon staf Sekban | Kaban Kelengkapan | Waktu Output
dan Kepegawaian

Menugaskan staf memeriksa DUK untuk Memo/Disposisi
1 |menentukan Pegawai yang akan 1 hari Memo/Disposisi |Kasubbag Umum dan

mendapat Kenaikan Gaji Berkala. kepegawaian

; ; nama pegawai yang

2 WASTIS 80 I IMenDRIN na“ma gagawsl Memo/Disposisi 1 Minggu |Catatan akan mendapatkan gaiji

yang akan mendapatkan gaji berkala Savkiale

Membuat konsep Surat Kenaikan Gaji Draf Surat Draf surat yang sudah
3 |Berkala dan menaikkan ke Kasubbag Catatan 1 Bulan |kenaikan gaji diparaf Kasubbag Umum

Umum dan Kepegawaian Berkala dan kepegawaian

3

I Kotisy sgrat danu W] Draf Surat kenaikan 2 sl §urat = Draf yang sudah diparaf
4 |untuk usulan Kenaikan Gaji Berkala dan aii Berkala 30 menit |kenaikan gaji Bl

meneruskan ke Sekban 93) Berkala

Meneliti k dan kelengk ) 4 Draf S

eneliti konsep surat dan kelengkapan : raf Surat

5 |untuk usulan Kenaikan Gaji Berkala dan D::fBSe L:;aatl:enalkan 30 Menit |kenaikan gaji

meneruskan ke Kaban 98 Berkala

- \

6 M;::“SSE:;Teﬁe:al:;a;n cg:.‘. kg:::ll;az:: ‘ Draf Surat kenaikan 30 menit Surat kenaikan  |Surat yang sudah

. J gaji Berkala Gaji berkala ditandatangani Kaban

menandatangani




Nomor SOP < /00299 / Besomo /\ [ 20g
' Tgl Pembuatan 4 Januari 2017 j
Tgl Revisi 2 Jovuge;r 294 |
| Tgl efektif % danpggr 209
Disahkan Oleh Pit. Kepala Badan Pen an Sumber Daya
Manusia Daerah P latan,
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ‘
MANUSIA DAERAH Drs. SYAHRAWVI HANAN, M.Pd
PEMBINA'TINGKAT |
NIP. 196207201983031005
Sekretaris / Kasubbag Umum dan Kepegawaian Nama SOP Penerbitan Usul Kenaikan Pangkat Reguler

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

—

Undang-undang No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Penyidik pegawai
Negeri Sipil;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
Peraturan Gubemur Sumsel Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Uraian
Tugas dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Provinsi Sumatera Selatan.

L e

Pendidikan minimal SMA / Sederajat

Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana

Mengetahui Prosedur Penerbitan usul kenaikan pangkat
Mengetahui tugas pokok dan fungsi masing-masing pelaksana

Keterkaitan
SOP Gaiji Berkala

3. ATK

Peralatan/Perlengkapan
1. Komputer/laptop
2. Berkas kepegawaian

Peringatan
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan akan menghambat kinerja OPD

Pencatatan dan Pendataan
Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy dengan rapi dan aman




o Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan S Wbag o S | G 5 | Keterangan
~ Staf Umum dan Sekban - Kelengkapan Waktu Output
. Kepegawaian
Mendata semua pegawai untuk diketahui Daftar PNS yang
1 |PNS yang akan naik pangkat periode 1 DUK 2 hari akan naik 2 bulan sebelum
April atau 1 Oktober sebelumnya) pangkat
Menglnformasskan kepada pegawai yang Daftar PNS yang . Dokumen
2 |akan naik pangkat untuk melengkapi alkian néik nanaiat 1 hari Kelengkapan
berkas yang kurang g Naik pangkat
Mengisi formulir/blankko usulan kenaikan
pangkat pegawai sesuai ketentuan .| Berkas : Karpeg, SK CPNS,
Peraturan Pemerintah No 12 tahun 2002 Doloaian ug:jnnk:ifo::u:;t SK PNS, SK Pangkat
tanggal 17 April 2002 tentang Kenaikan 4 . . pangsa Terakhir, Diklat
3 ¥ S Kelengkapan Naik 2 hari yang sudah diisi 2 . ; )
Pangkat Pegawai Negeri Sipil, dengan pangkat duin binfkas Penjenjangan, ljazah Terakhir
melampirkan berkas dan dinaikkan kalsfakanannms dan DP3/SKP 2 tahun
kepada Kasubbag Umum dan WERpAIIY terakhir
kepegawaian
d Blanko/ Formulir usul Blanko/Formulir
Meneliti berkas dan kelengkapan untuk naik pangkat yang usul naik pangkat Blanko yang diparaf
4 |usulan kenaikan pangkat regular diparaf y sudah diisi dan 20 Menit| yang sudah diisi kasubbag Umum dan
diteruskan ke Sekban berkas dan berkas Kepegawaian
kelengkapannya kelengkapannya
Meneliti kembali Surat dan kelengkapan v
5 berkas dan  kelengkapan usulan Blanko/Formulir usul 20 Menit Blanko/Formulir Slaniio vars disaral-Sekian
kenaikan pangkat regular dan diteruskan naik pangkat usul naik pangkat yongdip
ke Kaban
Meneliti kembali Surat dan kelengkapan
berkas dan kelengkapan untuk usulan . 3 2 ;
F
6 |kenaikan pangkat regular Blanko/Formulir usul 20 Menit Blanko/Formulir | Blanko yang ditandatangani

menandatangani formulir tersebut dan
diteruskan ke BKD

naik pangkat

usul naik pangkat

Kaban




Nomor SOP € [00%00/ BOSOMD / 1/ 209
Tgl Pembuatan 4 Januari 2019
 Tgl Revisi 28 Jovivakl 2009
Tgl efektif 2\ Jowarl 2el9
Disahkan Oleh Plt. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Daerah Provi |®7- pkera Selatan,
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN :
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH Drs. SYAHRAW HANAN, M.Pd
PEMBINA TINGKAT |
NIP. 196207201983031005
Sekretaris / Kasubbag Umum dan Kepegawaian Nama SOP Penerbitan Usul Kenaikan Pangkat Fungsional

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-undang No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 1. Pendidikan minimal SMA / Sederajat
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai | 2. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana
Negeri Sipil; 3. Mengetahui Prosedur Penerbitan usul kenaikan pangkat
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan | 4. Mengetahui tugas pokok dan fungsi masing-masing pelaksana
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Penyidik pegawai
Negeri Sipil;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
6. Peraturan Gubernur Sumsel Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
7. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Uraian
Tugas dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Provinsi Sumatera Selatan.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

SOP Gaji Berkala

3. ATK

1. Komputer/laptop
2. Berkas kepegawaian

Peringatan
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan akan menghambat kinerja OPD

Pencatatan dan Pendataan
Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy dengan rapi dan aman




menandatanganinya

o ATHACOAR) Muty Baku o
Sekban dan K i Kohnghpfn Waktu Output
Surat permohonan
Menugaskan Sekban untuk memproses dari Peiabat
1 |surat permohonan kenaikan pangkat Fun si(j) nal Peneliti 10 menit |Disposisi Kaban
pejabat fungsional besg rta PAK
Surat permohonan
. dari Pejabat
g [Memuomskan kesobbeg Uaumom - Fungsional Peneliti |20 Menit |Memo/Disposisi |Disposisi Sekban
Kepegawaian untuk menindaklanjutinya beseria PAK dan
Disposisi Kaban
3 Menygaskaq : e ik * Disposisi Sekban 20 Menit |Memo/Disposisi o Kasupbag e
menindaklanjutinya dan Kepegawaian
Membuat draf surat pengusulan kenaikan Surat ditujukan ke Gubemur
pangkat pejabat fungsional peneliti Disposisi Kasubbag Draf Surat cq BKD Berkas lain:
4 |dengan dilampiri PAK dan berkas lain Umum dan 1 Hari Usiifah Karpeg, SK Pangkat
sesuai Peraturan dan menaikkan kepada Kepegawaian Terakhir, ljazah Terakhir dan
Kasubbag Umum dan Kepegawaian DP3 tahun terakhir
Meneliti draf surat pengusulan kenaikan ¥ Oraf Buitist Draf dengan Paraf kasubbag
5 |pangkat tersebut dan menaikkan ke ’ Draf Surat Usulan 20 menit T AT iR aA s daare
Sekban A peg
Meneliti draf surat pengusulan kenaikan 3 R
6 |pangkat tersebut dan menaikkan ke Difias 20 Menit |Kendaraan Dinas |Draf dengan Paraf Sekban
Kaban
Meneliti draf surat pengusulan kenaikan Sural Ustiln vana: sudah
7 |pangkat tersebut dan Draf Surat Usulan 20 Menit |Surat Usulan ki

ditandatangani Kaban




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH

Nomor SOP £ / ool / 8esoM0 / 1/ 2019 ]
| Tgl Pembuatan 4 Januari 2019

| Tgl Revisi 28 Jowuoe 229

| Tgl efektif 2 Joauok) 1dg

Disahkan Oleh Plt. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Daerah Provi@tera Selatan,

Drs. SYA | HANAN, M.Pd
PEMBINA TINGKAT |
NIP. 196207201983031005

Sekretaris / Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Nama SOP

Mutasi Pegawai

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

. Peraturan Gubernur Sumsel

Undang-undang No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Penyidik pegawai
Negeri Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2011 Tentang Standar
Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri

. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Uraian
Tugas dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Provinsi Sumatera Selatan.

FPembinaan dan

1. Pendidikan minimal SMA / Sederajat
2. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana
3. Mengetahui tugas pokok dan fungsi masing-masing pelaksana

Keterkaitan
SOP Gaiji Berkala

Peralatan/Perlengkapan
1. Komputer/laptop

2. Berkas kepegawaian
3. ATK

Peringatan
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan akan menghambat kinerja OPD

Pencatatan dan Pendataan
Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy dengan rapi dan aman




Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kasubbag Keterangan
Kaban Sekban Umum dan Staf Kelengkapan Waktu Output
Kepegawaian
1 Nsmeriehian S TR ? Blanko Memo 30 Menit | Memo/Disposisi Memo/Disposisi Kaban

melaksanakan mutasi pegawai

Menugaskan Kasubbag Umum dan

ﬁ

2 kepegawaisin uriuk menindakianjut Memo/Disposisi 20 menit | Memo/Disposisi Memo/Disposisi Sekban
‘ . ‘s
3 Menugaskan s'faf untuk menyusun draf Memo/Disposisi 30 hari | Memo/Disposisi Disposisi Kasubag Kasupbag
mutasi pegawai Umum dan Kepegawaian
Menyusun draf daftar mutasi pegawai ‘— Draf Daftar
Memo/Disposisi 1 hari y g
4 g:; kr:::::vsaki:: ke kasubbag Umum - p Mutasi Pegawai
5 Meneliti draf daftar mutasi pegawai Draf Daftar Mutasi 20 Menit Draf Daftar Draf dengan paraf Kasubbag
diteruskan ke Sekban pegawai Mutasi Pegawai Umum dan kepegawaian
' 3
£
e ’ a , f
6 Meneliti draf daftar mutasi pegawai dan Draf Daftar Muta5| 30 Menit Dra. Daftar | Draf dengan paraf Sekban
meneruskan ke Kaban Pegawai Mutasi Pegawai
7 Meneliti draf daftar mutasi pegawai dan Draf Daftar Mutasi 30 menit Daftar Mutasi Daftar Mutasi yang sudah
menandatangani l Pegawai Pegawai ditandatangani Kaban




Nomor SOP

E /00%03/%somy /1 [ 209

| Tgl Pembuatan

4 Januari 2019

| Tal Revisi

20 Jovpakl 209

Tgl efektif

2) ‘Vavagi 2019

Disahkan Oleh

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

Plt. Kepala Badan Pengemba
Manusia Daerah Proving

ngan Sumber Daya
2jera Selagtan,

MANUSIA DAERAH Drs. SYAHR?
PEMBINA TINGKAT |
NIP. 196207201983031005
Sekretaris / Kasubbag Umum dan Kepegawaian Nama SOP Penerbitan Usul Pensiun

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1.
2.
3

9.

Undang-undang No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Penyidik pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Angka
Pengenal Nomor Pertimbangan Teknis Dan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Tentang Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Berpangkat Pembina
Utama Muda Golongan Ruang IV/c Ke Atas Selain Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Bagi
Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki .Jabatan Pimpinan Tinggi Utama Dan Madya Serta
Pejabat Fungsional Keahlian Utama

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

Peraturan Gubernur Sumsel Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera
Selatan;

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

1. Pendidikan Minimal SMA.

2. Memiliki Kemampuan Pengolahan Data Sederhana;

3. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing
Pelaksana

Keterkaitan
SOP Gaji Berkala

Peralatan/Perlengkapan
1. Komputer
2. ATK dan Dokumen Pendukung lainnya

Peringatan
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan akan menghambat kinerja OPD

Pencatatan dan Pendataan
Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy dengan
rapi dan aman




' Kepegawaian : ,
1 Mendata pegawai yang akan pensiun 1 Daftar Urutan i bai Daftar PNS yang Awal tahun
(satu) tahun kedepan Kepangkatan akan pensiun
2 Meninformasikan pegawai yang & Daftar PNS yang 1-3 hari Bifkas Pansian 4 bula!n sebelum Waktu
bersangkutan untuk melengkapi berkas akan pensiun pensiun pegawai ybst
Bagi PNS IV/b Pangkat
: ; Draf Usul g
Membuat usul pensiun pegawai dan vislon pengabdian ke Gol V/c dst
3 |menaikkan kepada Kasubbag Umum Berkas pensiun 1 hari ge S penetapan pensiun dari
dilampiri berkas y g Presiden, Bagi Gol I,11,1l1
dilampiri berkas : A
penetapan pensiun dari BKN
) 4 Draf Usul
s i Draf Usul pension ' Draf Surat yang diparaf
Meneliti usulan pensiun tersebut dan T £% 3 pension
4 Pegawai dilampiri 30 menit g kasubbag Umum dan
meneruskan ke Sekban N Pegawai .
berkas . % Kepegawaian
dilampiri berkas
: Draf Usul pension Usul pension
Meneliti usulan pensiun pegawai dan ; p B ; P : Draf surat yang diparaf
5 Pegawai dilampiri 30 Menit Pegawai
meneruskan ke Kaban ; o Sekban
berkas dilampiri berkas
\ Usul pension A e
Meneliti usulan pensiun  pegawai ‘ EORNER . Pegawai yang | Surat yang ditandatangani
6 . h - Pegawai dilampiri 30 Menit 3 !
apabila sudah sesuai menandatangani ——— ditandatangani Kaban

tangan kaban
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